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1'.'} bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan belanja R
o ”;'.}’*bal'ang/Jasa terutama - pembchan makanan mlnuman‘f o
S frapat ‘dan pcr_]alanan dlnas, maka perlu dlbuat i E
o ’,:pengaturan yang lebih r1n01, o : IR o

b. bahwa berdasarkan : pertunbangan sebagmmanaf.‘ e
dlmaksud pada huruf a, perIu menetapkan Peratl.lran"
Bupat] tentang Perubahan Atas Peraturan Bupau : .
o _,:Karanganyar Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman o
RS :'Pelaksanaan : Keglatan / Pekexjaan bagl Perangkatvv;?f“_": .
Lo Daerah Fpo S el T
Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 “téhtang
. Pembentukan - Daerah- daerah Kabupaten : da'lam" S
ngkungan Prov1n81 Jawa Tengah e »‘ R
.  .‘ Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang E
o }' ~ Pemerintahan Daerah (Lembaran N Negara Repubhkf L
. {,,;fIndones:a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
‘fbf'Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagalmana“;f_j{ o
~_telah diubah beberapa kali terakhir “dengan Undang--‘-f:jii RO
" Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
‘"".f;"..f'};';-Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang [
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik =
. '"5'57’-.‘::IndonemaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran R
Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 5679), \ T
“3. Peraturan Pemermtah Nomor ‘12 Tahun 2019 tentang'_f};-f SRR
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negaraj:f;_V.;“;gf; e
L Repubhk Indonesia’ Tahun 2019 Nomor 42, '[‘ambahani_;,, L
SRR Lembaran Negara Repubhk Indonesw. Nomor 6322); ~ =
4 Peraturan - Presiden - Nomor 16 Tahun 2018 " tentang"_}
S Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah (Lembaran Negara, R
‘Repubhk Indone31a Tahun 2018 Nomor 33), AR




AMenét_apkan

5 Peraturan . Menteri 'Dalam Negeri vNomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
_ Daerah '

- 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2018 -

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan bagi-
Perangkat Daerah  (Berita = Daerah  Kabupaten
Karanganyar Tahun 2018 Nomor 94); ' '

MEMUTUSKAN:

'PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
'PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 94
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

KEGIATAN / PEKERJAAN BAGI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I |

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan/Pekerjaan bagi Perangkat Daerah ( Berita Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 94) dlubah o

sebaga1 berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 dlubah sehmgga berbuny1 sebagal
berikut : :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. ‘

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
 pelaksanaan Urusan Pemerintahan. yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Karanganyar
4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat- DPRD adalah Dewan Perwakllan Rakyat
. Daerah Kabupaten Karanganyar. ‘
5. Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja = Daerah
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
‘Daerah.

" 7. Perangkat Daerah Kabupaten - adalah unsur
Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan
Urusan Pemenntahan yang menjadi kewenangan
Daerah v v

w



- Unlt Ker_]a adalah baglan dan Perangkat Daerah yang R
 melaksanakan satu atau beberapa program.. .
9. Program ‘adalah penJabaran kebl_]akan Perangkat
. Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau = =~

" lebih - keglatan dengan menggunakan sumber daya . =
’yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur R
. sesuai dengan misi Perangkat Daerah. > e
- 10. )

 dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja padai IO
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
. sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari -
R sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik =
.+ yang berupa personil (sumber daya manusia), barang =~

~modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
 kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber = -
' daya tersebut sebagai masukan (input)  untuk
ey menghasﬂkan keluaran (output) dalam bentuk

Kegiatan adalah bagian . dari “program yang

o ~barang/jasa.

1.

--Dokumen PelakSanaan Anggaran Perangkat Daerah .

“yang- selan_]utnya dlslngkat DPA-Pcrangkat Daerah

" adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja -
 dan pembiayaan yang digunakan - sebagai - dasar L

S pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

’Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhah -
- kegiatan yang meliputi perencanaan, peIaksanaan,f_ R
penatausahaan pelaporan, pertanggung]awaban dan

B pengawasan keuangan daerah.-

. PeJabat Pengelola Keuangan Daerah selan_]utnya-v B
- .disingkat PPKD “adalah - Kepala . Satuan | Kerja ,
"~ Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut .+

. dengan Kepala SKPKD yang ‘mempunyai tugas

" melaksanakan - pengelolaan APBD dan bertmdak -

G sebagal Bendahara Umum Daerah. SR

...14. Pengguna ‘Anggaran yang selan]utnya dlsmgkat PA-"'. _
-~ adalah pejabat- pemegang kewenangan penggunaan -

o anggaran Kementenan Negara/ Lembaga/ Perangkat L

- Daerah. - Iy ‘ o

Kuasa - Pengguna Anggaran yang _ selanjutnya. PR

”.ff,'.'dlslngkat KPA adalah pe_]abat yang . d1ber1 kuasa

 untuk . melaksanakan ~ sebagian kewenangan .

. pengguna anggaran. dalam melaksanakan sebaglan‘f TR

E tugas dan fungsi Perangkat Daerah

16, _,
,kewenangan penggunaan barang/j Jasa mlllk daerah_’_,

e di masmg-masmg Perangkat Daerah." :
T2 n
- disingkat PPK  adalah PeJabat yang diberi
kcwenangan “oleh PA/KPA untuk  mengambil REE
- keputusan . dan/ atau melakukan tindakan yang

Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang:‘” "

PeJabat Pembuat ' Komitmen ‘yang selan_]utnya'

R dapat mengakibatkan pengeluaran Belanja Negara/ -

- ”Anggaran Belan_]a Daerah



18.
~disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya

. Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa

19.
- yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat

kegiatan dari suatu program sesuai dengan b1dang |

tugasnya..
Pejabat Penatausahaan Keuangan Pcrangkat Daerah

yang. melaksanakan fung31 tata usaha keuangan

- pada SKPD.

20.

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang

_ selanjutnya dlsebut Pengadaan Barang/Jasa adalah

kegiatan Pengadaan = Barang/Jasa oleh

- Kementerian/Lembaga/Perangkat ~ Daerah  yang

21.

22.

- 23.
“disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa

24.

~ Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan

25.

26.

dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampal dengan serah terima
hasil pekerjaan.

Pejabat Pengadaan adalah ) pejabat :

administrasi/pejabat ~ fungsional/personel  yang
bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,

'Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat

fungsional/personel -~ yang bertugas memeriksa
‘administrasi  hasil pekeljaa_n Pengadaan

Barang/Jasa.
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa. :

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disingkat UKPBJ adalah unit kerja Pemerintahan

Barang/Jasa.
Kelompok kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut

'Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang

ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia.

Aparat Pengawas Intern Pemerlntah yang selanjutnya

disingkat APIP adalah aparat yang melakukan

- pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan,

27.

~evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelcnggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha
yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan

‘Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan

~ oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah

28.

~sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

 disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang
: menyedlakan barang/ jasa berdasarkan kontrak.



29,

: Pakta Ihtegritas adalah SQrat perriyataari yang berisi
ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi,

 korupsi dan | nepotisme  dalam Pengadaan '

30.

Barang/Jasa.
Barang adalah setiap benda balk berwujud maupun

- tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak,
- yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan

31

- 32.

33.

- atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau

sebagian kegiatan" yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan:
pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profes1onal

yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
pikir (brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultan31 atau jasa
yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus,

‘dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata

kelola yang telah dikenal Iuas di dunia usaha untuk

,‘>menyelesa1kan suatu pekerjaan. -
34.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah"

tanda < bukti pengakuan dari pemerintah atas

kompetensi dan kemampuan profe31 di bidang

~ Pengadaan Barang/Jasa. .

35.

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dlmana

- pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau

36.

 38.

30,
© mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
- 40.

41.

diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah sebagai
penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah

lain, organisasi masyarakat dan/atau kelompok

masyarakat. - |
Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang

ditetapkan - oleh Pokja - Pemilihan/Pejabat

Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi

‘dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak
" dalam pemilihan Penyedia. \ :

- 37.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya |

‘disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara

PA/ KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau
pelaksana Swakelola. -

Tender  adalah = metode pemlhhan untuk
‘mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya. - v o

Seleksi  adalah  metode  pemilihan  untuk

Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan
Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan
dapat berasal dari pelaku usaha nas1onal dan pelaku
usaha asing. o

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan
untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam
keadaan tertentu. .



jPengadaan Langsung Barang/Peker_]aan
' Konstruksa/Jasa Lainnya - adalah metode pemilihan.

. untuk mendapatkan . Penyedla Barang/ Pekerjaan

“ ::Konstrukm/Jasa Lainnya = yang - bernilai paling o
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupxah) '

B 43. Pengadaan Langsung Jasa - Konsultansi - adalah”;_v o

~ metode pemilihan untuk. mendapatkan Penyedia

~Jasa Konsultansi yang bernilai - paling banyak,_ :
- Rp100 000.000,00 (seratus juta rupiah). BERES

E-reverse Auction adalah metode penawaran harga AR

" secara berulang. B

Usaha Mikro adalah usaha produktlf mlllk orang

- 4s.

. . perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi  kriteria: Usaha Mikro sebagaimana

 dimaksud dalam Undang»Undang tentang Usahav o
SRR lekro, Kecil, dan Menengah ’ o
- . berdiri - sendm dan dllakukan ‘oleh orang -

Usaha Kecil adalah usaha ekonoml produktlf yang -

'»perseorangan “atau badan usaha yang bukan

| '"_-merupakan anak perusahaan atau bukan cabang R

. perusahaan yang -dimiliki, dikuasai atau ‘menjadi

‘bagian baik langsung maUpun tidak langsung dari - -

. usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi

a7,

~ kriteria Usaha Kecil sebagalmana dimaksud dalam

_ ,undang-undang ‘yang - mcngatur mengena1 Usaha S
- Mikro, Kecil dan Menengah. =~ =~ : SR

‘Surat Jaminan yang selanjumya dlsebut Jamman .

- adalah Jamman tertuhs yang dikeluarkan oleh Bank

. Umum/ ‘Perusahaan - Penjam1nan/ Perusahaan

--Asuran51/ ‘lembaga keuangan khusus yang =
- _men_]alankan “usaha di- bidang pembiayaan,
 penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor
~ Indonesia sesuai dengan ‘ketentuan - peraturan -
B *perundang-undangan di b1dang lembaga pemblayaanf S
** ekspor Indonesia. -
. 48.

Pekerjaan Kompléks , adalah pekexjaan yang‘

" memerlukan teknologi - tinggi, mempunyai risiko

49,

tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus
- dan/atau  pekerjaan  yang bernilai - di tas.,',
- "'Rp100.000.000.000,00 (seratus m111ar ruplah) o
Pengadaan - secara ~elektronik atau E- Procurement_.'f R
- adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan.

v‘ ~dengan menggunakan teknologl informasi dan

. transaksi - elektronik ,sesual dengan ketentuan R
' perundang-undangan. -

Layanan = Pengadaan Secara Elektronlk adalah o

~ layanan pengelolaan . teknologl informasi untuk

- memfasilitasi pelaksanaan Pcngadaan Barang/Jasaﬁ o
~ ‘secara elektronik. . .

E-Tendering adalah tata cara pemlhhan penyedla o

Barang/Jasa ‘yang d11akukan secara terbuka dan

~ dapat diikuti oleh semua Penyedla Barang/Jasa yang v
. terdaftar pada sistem pengadaa.n secara elektronik .= -

dengan cara’ ‘menyampaikan 1 (satu) kah penawaran .

3 vl v ﬁ'_dalam waktu yang telah dltentukan



Katalog elektromk atau E-Catalogue adalah 31stem :f“. -

informasi - ‘elektronik yang memuat daftar, ‘jenis,

~ spesifikasi teknis- dan harga barang tertentu dan L

-~ berbagai Penyedia Barang/Jasa Pcmerlntah
- 883.

-~ Barang/Jasa melalui 31stem katalog elektronik.
. 54,

E-Purchasing  adalah . tata - cara pembehan o

‘Sisten Informasi Rencana Umum Pengadaan yang S
'fjselan_]utnya dlslngkat SIRUP adalah aplikasi sistem - -

- informasi rencana umum pengadaan ‘berbasis web
 yang . berfungsi sebagai sarana atau alat untuk

~ mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan). .
Rencana’ Umum Pengadaan yang selanjutnya -
~disingkat RUP ‘adalah kegiatan yang terdiri dari =

- identifikasi kebutuhan barang /jasa yang diperlukan,

penyusunan dan penetapan rencana penganggaran
. sampai dengan penyusunan 'Kerangka Acuan Kerja.
- dlsmgkat 'SOP ~adalah dokumen yang berkaitan e

Standar Operaswnal Prosedur yang selan_;utnya

dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis -

 untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang bertujuan
~ untuk memperoleh hasil ker_]a yang. efektlf denga_n o
~biaya yang efisien. ARRN
Kelompok Masyarakat ‘adalah kelompok masyarakat
. yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan A
o _dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.. ST
‘Organisasi Kemasyarakatan ‘yang selanjutnya s
- .disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan - = =
. dibentuk oleh masyarakat secara  sukarela =

. _»':58.

- berdasarkan ‘kesamaan ‘aspirasi, = kehendak,

‘kebutuhan, kepentmgan, keglatan, dan tujuan untuk. .‘ A

B berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya

tujuan. Negara Kesatuan Repubhk Indone81a yang

. berdasarkan Pancasila.

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah PaSar» , “
 elektronik = yang - disediakan untuk memenuh1 L

o - kebutuhan barang/ jasa pemerintah.

~ berwenang . untuk - elaksanakan Pengadaan IR
, Barang/Jasa ' L
‘Pelaku Usaha adalah setlap orang perorangan atau o

- 61, .
'~ badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum =
- 'maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

~ berkedudukan atau  melakukan kegiatan . ‘dalam
- wilayah hukum negara- Republik Indones1a, baik
sendiri maupun - bersama-sama melalui perjanjian =
’ ’menyelenggarakan kegxatan usaha dalam berbaga1 E
bidang ekonomi. R
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategl'.:_v S
©  Pengadaan .. Barang/Jasa yang menggabungkan”v R
beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejems ‘ o

62,

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabatv o
~ Fungsional yang diberi  tugas, - tanggung jawab, -
~ wewenang, dan hak secara penuh oleh peJabat yang .~



. D1undangkan di- Karéhganyai‘ . E
- . pada tanggal 17 Juni 2019 R

i SUTARNO

S ) 'dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban

o “'.:’"dlpenuhl o s' T .
. 64. Badan: Layanan Umum yang selanjutnya dlsmgkat »
- BLU adalah Badan Layanan Umum Di Lingkungan

L {’63 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadl d1
" luar kehendak para plhak dalam kontrak dan tidak: = -

~ yang ditentukan dalam kontrale menjadi tidak dapat

~ Pemerintah Pusat atau Badan Layanan Umum_ o

SR dﬂlngkungan Pemerintah Daerah.
- 65. Pengadaan barang/jasa pada BLU ada.lah keglatan’
o pengadaan Barang/Jasa oleh BLU dengan ‘sumber
. dana pendapatan BLU. - v
S 2. Ketentuan pada Lamplran BAB III d1ubah sehlngga
~ berbunyi sebaga.lmana tersebut pada ‘Lampiran A

.+ Peraturan Bupat1 ini.” . o

3. Ketentuan padal Lampiran BAB IV diubah, sehingga
_berbunyi sebagaumana tersebut pada Lampiran B
. Peraturan Bupati ini. . . v
4. Ketentuan pada Lamplran BAB vV diubah, sehingga

berbunyi sebagalmana tcrsebut pada - Lampiran C =

R Peraturan Bupat1 ini.
Sl PasaIII o
- Peraturan Bupatl '_ mulal berlaku pada tanggal"
’dlundangkan B 1 L e
 Agar setlap orahg ‘ mengetahumya " memerintahkan
S ’pengundangan Peraturah Bupati ini dengan penempatannya
R dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

P Di‘tétépkavri‘ di Karanganyar -
- pada tanggal 17 Junl 2019

L -’:‘BUPATI KARANGANYAR
 Ted. B

o PJ SEKRETARIS DAERAI—I KABUPATEN KARANGANYAR

o ‘fBERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 19 NOMOR 49

' SEKRETARIAT DAERAH
~ KABUPATEN KARANGANYAR LR
. : Kepala |

- ZULIKAR HADIDH o
o INIP 19750 11 199903 1 009_ N

~ Salinan sesuai dengan aslmya

ar} Hukum - o




: LAMPIRAN .
- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR 49 TAHUN 2019
- TENTANG ’
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
- KARANGANYAR NOMOR 94 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN
BAGI PERANGKAT DAERAH.

A PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN BELANJA BARANG/ JASA

L | |
- Pada dasarnya belanja barang/ jasa dllaksanakan sesuai dengan
' ketentuan peraturan perundang-undangan - Penatausahaan

Umum

. keuangan tunduk pada peraturan bupati tentang pcnatausahaan

L

- keuangan, dan  pelaksanaannya tunduk pada proses
. pelaksanaannya apakah menggunakan mekamsme pengadaan
‘ barang/jasa atau tidak. .

Pelaksanaan Belanja Barang/. Jasa '
1 Penyediaan alat tulis kantor dilakukan - dengan pembehan

~ sesuai kebutuhan dan ketersedlaan ruang penyimpanan.

"2, Pembelian makanan dan kudapan bagi penyelenggaraan rapat

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Makanan dan kudapan dxsajlkan pada:
1) rapat yang d11aksanakan dengan mengundang peserta.

e dari unsur masyarakat dan/atau Perangkat Daerah o

lain; .

'2) rapat pembinaan pcgawa1 atau rapat koordmam mternal
Perangkat Daerah yang insidentil/ tidak terus-menerus
dan menghasﬂkan - output yang  mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan |

3) rapat tim/panitia | yang dibuatkan dengan Surat
Keputusan pejabat yang berwenang sesuai _]adwal
kegiatan.

b. Makanan disajikan hanya pada pertemuan yang

- dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam;

S Penyajian kudapan dan makanan dllakukan dengan ’

ketentuan: .
1) Sedapat mungkln dllaksanakan oleh rekanan terdekat

pada lokasi penyelenggaraan rapat;
2) Pada setiap menu . kudapan - diprioritaskan terdapat
“menu rebusan, dan menu makanan 1oka1 khas Daerah;
_ dan . | | .
* 3) Pada setlap menu | makanan yang disajikan harus
" terdapat buah. S %



3 Penggandaan dan fotocopy dllaksanakan sesua.l kebutuhan‘
dan d11aksanakan dengan pnns1p efisien dan efektlf

4 Belan_]a sewa dllakukan apabila sarana/ prasana Pemenntah{ .

Daerah memang tldak tersedla atau tldak mencukupl L

III Pertanggung]awaban dan Penatausahaan

Pertanggungjawaban dan Penatausahaan dllaksanakan sesuai o

S ketentuan Peraturan Bupatl tentang Penatausahaan Keuangan_ 2
Daerah ' : . S S _ . :

o - B , -PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

1 Perjalanan dmas dllaksanakan dcngan pr1n31p

| E t1ngg1 ~dan - prlorltas yang berkaxtan - dengan
o v.penyelenggaraan pemermtahan v : S~

'pencapalan kmerJa, R -
efisiensi penggunaan anggaran, dan - ol
. akuntablhtas pembenan penntah pelaksanaan

o‘ v .0

dinas.

selektlf yaltu hanya untuk kepentmgan yang sangat_ R

b, ketersediaan anggaran v dan kesesuman dengan‘

perjalanan dmas dan pembebanan blaya Pel:]alanan R

2 Per_]alanan Dlnas dllaksanakan oleh Pegawa1 (PNS/CPNS JREE

Pegawa1 Non P N S) dan/ atau mas}’arakat sesua1 kebutuhan .
~dan dalam PGHUgaSan oleh Daerah R v R

II Dukungan Adm1n1stra31 : - . .
1. Pexjalanan dlnas dﬂaksanakan sesua1 dengan Surat Tugas o
2. Surat ’I‘ugas dlterbltkan oleh ' R - - .
Ca. }Bupatl untuk per_]alanan dlnaS yang dﬂaksanakan oleh o
- Sekretaris Daerah : : . - -

"dllaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah

- dlhngkungan Sekretanat Daerah

b Sekretaris Daerah: untuk pctjalanan dmas yang’  ‘:.‘ o

e .A31sten Sekretans 'Daerah untuk Pejabat dan staf o

d ,:.'erpala Perangkat Dacrah untuk Pe_]abat dan staf o

o ‘d111ngkungan Perangkat Daerah bersangkutan

- peserta non PNS lamnya B

; Ungkat biaya pexjalanan dinas dan alat. transport yang =
S dlgunakan dengan memperhatlkan kepentmgan serta tujuan R
; 'perjalanan dlnas tersebut : :

]

e Kepala Perangkat Daerah untuk Pegawa1 Non PNS atau S

’:Dalam menerb1tkan Surat Tugas, _ Pejabat sebagalmana )
dlmaksud pada angka 2 berwenang untuk menetapkan



IIl. Biaya Perjalanan Dinas |

1. Pengelompokan Biaya
Pemberian biaya perjalanan dinas dldasarkan pada tmgkat
pelaksana peljalanan dinas, yakni: -

Tingkat A Bupau Wakil bupati dan lepman DPRD

Tingkat B :  Sekretaris Daerah da_n anggota DPRD;
Tingkat C  : :  JPT Pratama; '
TingkatD : = Administrator dan/ atau PNS Golongan IV;

- TingkatE :  Pengawas;

- Tingkat F PNS Golongaﬁ 111;

Tingkat G : PNS Golongan I dan II; v
TingkatH :  Pegawai Non PNS dan Peserta Perjalanan '

Dinas Non PNS.

2. Jems-_]ems biaya: - : :
Jenis biaya dalam perjalanan dinas terdiri dari:

a.

b.

Uang Hanan ditetapkan sesuai standar blaya
berdasarkan tingkat perjalanan dinas; :
Biaya transport, merupakan biaya dari kedudukan ke

lokasi sampai dengan kembali ke tempat kedudukan,

termasuk = didalamnya BBM (jika menggunakan
kendaraan pnbadl/ dinas), parkir, retribusi, tol,

 pelabuhan, struk pembayaran kendaraan " daring,

asuransi perjalanan dan biaya lam_ termasuk jika
terdapat penundaan atau biaya perubahan tiket yang
dikarenakan perubahan jadwal; "

Biaya penginapan, merupakan biaya penginapan riil
atau dapat menerima secara lumpsum sebesar 30% dari

~ standar biaya penginapan setempat sebagannana dlatur
~ dalam Permenkeu tentang standar biaya penginapan;

Biaya representasi, diberikan kepada Bupati, Wakil

| bupati, anggota DPRD dan Pejabat Jabatan Pimpinan
. Tinggi Pratama selama melaksanakan perjalanan dinas;

Sewa kendaraan, sesuai biaya sewa yang dltagxhkanv_

" termasuk sopir, parklr BBM tol, pajak dan lam‘ o

sebagainya; dan . |
Biaya mengantar dan menjemput Jenazah sesua1 blaya

riil.

- Pemberian biaya perjalanan dinas:

-

biaya Pexjalanari - Dinas  dalam rangka mengikuti

pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sosialisasi,
seminar, rakor, dan Kegiatan sejenis yang biaya

- akomodasi dltanggung pihak penyelenggara atau melalui.

setoran pembayaran - keikutsertaan sebagai - pesertav

maka: »



1) untuk kegiatan yang dilakukan schari penuh

o dengan mengmap (fullboard) dlberlkan sebesar 50%
(lima: puluh persen) dari uang harlan Pexjalanan
~ Dinas selama menglkutl keglatan ’

2) Untuk keglatan yang dllakukan lebih dari 1 (satu) L
~ hari  dikecualikan  pada  hari  pertama
’(keberangkatan) dan hari terakhir (kepulangan) s

~ diberikan uang har1an Pet]alanan Dinas sebesar' o

. 100%.

. }. 3)  untuk keg1atan yang dllakukan di luar kantor pahng L

singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap (fullday)
~diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari
~ rincian uang harlan Per_lalanan Dmas selama' -
jmcnglkutl kegiatan; dan . S '

4)  untuk kegiatan yang dllakukan di luar kantor v
- antara 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) jam

B tanpa menginap (halfday) diberikan sebesar 75%

~ (tujuh puluh lima persen) dari rincian uang hanan o

Per_;alanan Dmas selama menglkutl kegiatan. -

: blaya Pelj]alanan Dinas yang biaya akomodasmya tldak .
- ditanggung pihak penyelenggara atau tidak melalui
o Setoran pembayaran keikutsertaan scbagal peserta

‘maka selama mengikuti kegiatan sebagaimana
dlmaksud diberikan uang hanan Peljalanan Dmas‘.}

- 'secara penuh dan

' dengan pertlmbangan ketepatan Waktu kehadlran .
berdasarkan undangan - menglkutz keglatan . maka" SRR

- jumlah hari Perjalanan Dinas dapat ditambahkan 1

B IV Pelaporan v v v , v |
Pejabat/ Pegawa1 penenma Surat 'I‘ugas WaJ1b menyusun o

(satu) hari sebelum pelaksanaan keglatan (H- 1) atau 1 o

- (satu) harl sesudah pelaksanaan kegxatan (H+ 1)

- Laporan Hasil PerJalanan Dmas dan dlsertakan dalam,
| pertanggtmg]awaban Keglatan | o -

C PEDOMAN DALAM PENGADAAN BARANG / J ASA

. 1. PERSIAPAN

1 Pembentukan 0rgan1sa31 Keg1atan .

T a I
 b. Wakil Penanggung jawab Program; : :
. Tim Pembina, Pengendali dan Koordmam Keglatan APBD,

b
- d.
e

Penanggung jawab Program;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), o

E . : Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggarar}l';}.



‘Barang/Jasa; v
Pejabat Pembuat Komltmen (PPK), e
h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPI‘K),

-
'

o APBD

e

; O

Pengadaan . E
Panitia/ Pejabat Pemerlksa Hasil Pekerjaan S
Pengawas Lapangan B1dang Konstruksi; e
m. Tim - Pelaksana Keglatan (apabﬂa drbutuhkan), dapat o
terdlrl dari : ' v L o o
S 1) Pengarah

-~ 2} Penasehat;
. 3)  Wakil Penasehat

~ 4). Ketua; .
¢ 5) Wakil ketua; - =
) Seki‘etans, .

- 7) Anggota;

' 8) Staf admlnlstras1 - |
' 9)  Stafahli; SR

 10) Staf teknis; dan
- '11) Staflainnya. - o
_ n. Yang ditugaskan  sebagai - PNS di UKPBJ, Pejabat

fPengguna Bal'ang/Jasa ’ dan Kuasa Pengguna R

Tim Pelaksana Pengendahan dan Koordlnasr Keglatan', f

.- Unit. Ker_]a Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)/PeJabat‘,; Hﬂ" a

~ Pembuat Komitmen (yang memiliki sertifikat keahlian = -

- Pengadaan Barang/Jasa pemerintah) dan ‘Pejabat

" 'Pengadaan .dapat diberikan tunjangan profesi ‘yang . - -
o besarannya d1sesua1kan dengan kemampuan kcuangan__f L

= daerah ,
2 Keanggotan dan 'I‘ugas Organlsa81 Pengelolaan APBD '
a. Penanggung Jawab Program o

1) Penanggung jawab Program dljabat oleh Bupau f,_ o

_ ;dengan keputusannya menetapkan S
“a) Wakil Penanggung jawab Program; = -

. vb) Tim Pemblna, Pengendah dan Koordmam Keglatanz : -

“APBD;

L .:"c) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,

S d) Pengguna Barang/Jasa; = :
~ €) Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa(UKPBJ), dan

f) Tim  Pelaksana . kegiatan yang anggotanya

 melibatkan unsur d1 luar Perangkat Daerah yang

IR bersangkutan EERREE o
,f‘.2)7’ Penanggung Jawab Program mempunyal’ tugas i

uﬁ'memberlkan arahan dan pernbmaan pelaksanaan i

_program. | T
b Wakﬂ Penanggung Jawab PrOgram A

1) Wakil Penanggung jawab Program dgabat oleh Wakll’ ‘:,'1 D

Bupati dan bertugas : membantu Pena.nggung _]awab -
Program dalam membenkan arahan dan pembmaan__

pelaksanaan program, -




2)

Wakil Penanggung jawab Program dalam men_]alankah
tugas bertanggungjawab kepada Bupati selaku
Penanggung jawab Program

“c. Tim Pembina Pengendali dan Koordtna31 Keglatan APBD v

1)

Tim Pembina, Pengendah dan Koordinasi Keglatan‘
APBD  diangkat dan dltetapkan oleh Bupati,
beranggotakan . .

a) Bupati;

 b) Wakil Bupati;

2)

¢) Sekretaris Daerah;

d) Staf ahli Bupati;
¢) Para Asisten Sekda;

f) KepalaBadan Perencanaan dan thbang,

g) Inspektur;
h) Kepala Badan Keuangan Daerah;
i) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, dan
j) Kepala Bagian Hukum -

Tugas Tim Pembina, Pengendah ‘dan Ko'ordinasi
Kegiatan APBD, antara lam - - . .

a) melaksanakan ~ koordinasi  pembinaan

penatausahaan/ pengelolaan aspek perencanaan,
aspek admlmstraSI aspek keuangan dan aspek
teknis; |

b) mengana.hsa terhadap proses dan permasalahan
pelaksanaan kegiatan;

¢} mengadakan monitoring, pengendalian, evaluasi

dan tinjauan lapangan untuk melihat secara dekat

l - tentang pelaksanaan kegiatan;
d) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendahan )

Operasional Kegiatan (Rakor POK) paling sedikit 3
(tiga) bulan sekali;

€) memberi arahan/ petunjuk untuk kelancaran

pelaksanaan kegiatan;
f) melaporkan hasil pcmblnaan kepada Penanggung
jawab Program; dan

g) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim.

Pelaksana Pengendali dan Koordinasi Kegiatan
APBD. : '

d. Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa :

1)

PA;

2) KPA;

3) PPK;

4) Pejabat Pengadaan

- 5). Pokja Pemilihan;

6) Agen Pengadaan;

7) PjPHP/PPHP;

8) Penyelenggara Swakelola, dan
-9) Penyedla ”



e Pengguna Anggaran

R

- 9)

Kepala Perangkat Daerah bertmdak selaku Pengguna
Anggaran yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati;
Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewenangan
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan -
kegiatan dan penatausahaan anggaran/kegiatan pada
Perangkat Daerah yang dipimpinnya, antara lain: '
a) menetapkan perencanaan pengadaan;
b) menetapkan dan mengumumkan secara luas RUP
"pada  papan  pengumuman resmi = untuk -
- masyarakat, website = Pemerintah Daerah
- (wwuw.lpse.karanganyarkab.go.id), dan  portal
- pengadaan nasional melah.u LPSE;
c¢) menetapkan PPK; ' :
d) menetapkan  Penunjukan Langsung untuk
- tender/seleksi ulang gagal; . ' : -
e) menetapkan Pejabat Pengadaan;
f) menetapkan PjPHP/PPHP; .
g) menetapkan Penyelenggara Swakelola; _
h) melaksanakan ' Konsolxdam Pengadaan
. Barang/Jasa; ' v
i) menetapkan pemenang permhhan/ Penyedla untuk
metode pemilihan:

(1) Tender/ Penunjukan Langsung/ E- purchasmg
untuk paket Pengadaan - Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu -
Anggaran paling  sedikit di = atas
Rp100.000.000. 000 00 (seratus miliar ruplah),

: atau -

(2) Selekm/Penun;ukan Langsung untuk paket

’ Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
‘Anggaran = paling  sedikit di  atas
- Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
j) menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
k) menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan
‘ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan
- UKPBJ/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi
perbedaan pendapat '

- m) mengawasi = penyimpanan dan pemeliharaan

seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

n) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya "
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; a

o) melaporkan  secara  berkala = perkembangan

'pelaksanaan kegiatan kepada Bupatl setiap 3 (tiga)
bulan sekali;

p) menyiapkan . dokumen . _penye;ahan
‘kegiatan/pekerjaan kepada Bupati; o

q). Dalam hal diperlukan, PenggunaAnggaran dapat:
(1) menetapkan tim teknis; dan/atau



(2) menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk
pelaksanaan ’ Pengadaan ‘ melalui -
Sayembara/ Kontes. ' '

r) Tim Teknis sebagaimana dunaksud huruf q
angka(l), bertugas memberikan pertimbangan
teknis kepada pengguna anggaran berupa nasihat,
pendapat, dan .pertimbangan dalam pelaksanaan
kegiatan, dalam hal pekerjaan sudah menggunakan
jasa manajemen konstruk31 maka dapat d1bentuk
tim teknis. - - :

f. Kuasa Pengguna Anggaran

1) Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas- o
" tugasnya - dapat . melimpahkan sebagian
- kewenangannya kepada 1 (satu) atau beberapa orang
Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan Kepala
-~ Unit Kerja pada Perangkat Daerahnya; .

2) Pelimpahan sebagian kewenangan »scbagaimanav ‘
dimaksud pada angka 1) berdasarkan pertimbangan
 besaran Perangkat Daerah, besaran jumlah uang yang
dikelola, beban kerja, loka31 ‘kompetensi, rentang
kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

3) Pelimpahan sebagian- kewenangan sebagaimana
~ tersebut pada angka 1) ditetapkan oleh Bupati atas
~ usul Pengguna Anggaran;

v 4) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dlmaksud
pada angka 1) bertanggung jawab atas pelaksanaan
- tugasnya kepada Pengguna Anggaran;
5) Melaporkan = secara berkala perkembangan
- pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya
- kepada Bupati setiap 3 (t1ga) bulan sekali melalui
Pengguna Anggaran;
6) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan
- kewenangan yang terkait dengan: v v
a) melakukan = tindakan yang  mengakibatkan
- pengeluaran anggaran belanja; dan /atau
" b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
7) KPA berwenang menjawab Sanggah Bandmg peserta
- Tender Pekerjaan Konstruksi;

' 8) KPA dapat dibantu oleh péngelola Pengadaan
- Barang/Jasa; dan -

9) Dalam hal tidak ada personel yang dapat dltun_]uk

sebaga; PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

g. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan

- oleh PA/KPA untuk mengamb11 keputusan dan/atau
- melakukan tindakan @ yang dapat mengakibatkan

- pengeluaran /Anggaran Belanja Daerah; ’



2) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa rnem1hk1 tugas :

' a) menyusun perencanaan pengadaan,

: b} menetapkan spesifikasi tekms/ Kerangka Acuan

Kerja (KAK);

¢) menetapkan rancangan kontrak;
- d) menetapkan HPS;

‘€) menetapkan besaran uang muka yang akan

- dibayarkan kepada Penyedia;
f) mengusulkan perubahan jadwal keglatan

- g) menetapkan tim pendukung;
- h) menetapkan tim atau tenaga ahli;

i) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling

sedikitdiatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah); :

j) menetapkah o Surat ' ' Penunjukan

PenyediaBarang/Jasa;

k) mengendalikan Kontrak;

1) melaporkan  pelaksanaan -_ dan penyelesaian

kegiatan kepada PA/KPA;

“m) menyerahkan  hasil pekerjaan pélaksahaan

kegiatan kepada PA/KPA dengan benta acara:
penyerahan;

'n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh

dokumen pelaksanaan keglatan, dan

 0) menilai kinerja Penyedia.
3)

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

- pada angka 2), PPK melaksanakan tugas pchmpahan
“kewenangan dari PA/KPA, meliputi : )

- a) melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja;

b) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan '

4)

pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan; dan -

c) PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dlbantu
oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau

menandatangani Kontrak dengan  Penyedia

‘Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau
tidak cukup tersedia anggaran yang dapat

mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang
tersedia untuk keglatan yang ~dibiayai dari

- APBN /APBD

5)

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan
jasa konstruksi, penyusunan dokumen perencanaan

- pekerjaan jasa kontruksi dapat dilakukan oleh

~ Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pekerjaan umum atau dilakukan oleh penyedia jasa

perencana konstruksi dengan ketentuan:



6)

a)

Penyedla jasa perencana konstruksa dapat berasal
dari perseorangan ahli atau badan hukum yang
kompeten dan memiliki kualifikasi yang

- dipersyaratkan atau dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan

‘umum;
b}
- dokumen perencanaan berupa : Gambar Rencana

Keluaran akhir perencanaan konstruksi meliputi

Teknis, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS),
RAB' (Enginering Estimate) dan Daftar Volume

Pekerjan (BQ) yang disusun sesuai ketentuan; dan

Penyedia jasa perencana konstruksi dalam
melaksanakan pekerjaannya harus berkoordinasi
dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan

' pekexjaan umum.

PPK dapat memutuskan Kontrak secara seplhak
apabila:

a)

)

.d)

g)

h)

kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda
melebihi batas berakhirnya Kontrak;
berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa
tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya  pelaksanaan pekerjaan = untuk
menyelesaikan pekerjaan;

setelah diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan sampai dengan S50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat v
menyelesaikan pekerjaan;

Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya  dan tidak -
memperbaiki kelalaiannya dalam Jangka waktu
yang telah ditetapkan; .

Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN
kecurangan,dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang dlputuskan oleh 1nstan31 yang
berwenang; ’

pengaduan tentang penylmpangan prosedur,
dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan
sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
pemberian kesempatan  kepada = Penyedia
Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada huruf b) dan huruf c}, dapat
melampaui Tahun Anggaran; ‘
dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedla
Barang/Jasa melampaui tahun anggaran, maka
dilakukan adendum kontrak atas sumber
pembiayaan dari DPA Tahun Anggaran berikutnya
atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;



i} ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian kesempatan untuk menyelesaikan
pekerjaan melampaui tahun anggaran, diatur:
dalam Peraturan Bupati tersendiri; :

- j) dalam hal pemutusan Kontrak dllakukan karena
~ kesalahan Penyedia Barang/Jasa: -
~ (1) Jaminan Pelaksanaan dicairkan; ’

(2) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia
Barang/Jasa atau  Jaminan Uang Muka
dicairkan; L ' )

" (3) Penyedia  Barang/Jasa membayar denda

- keterlambatan; dan

(4) Penyedia Barang/ Jasa dnnasukkan dalam
Daftar Hitam. .

k) dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara
- sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf
h), Pokja Pemilihan UKPBJ dapat melakukan
Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan
‘berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau
Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuh1
~ syarat; dan ’
1) dalam hal pemutusan kontrak secara sepxhak oleh
PPK - maka prestasi pekerjaan dlhltung dan
: ditetapkan oleh APIP. = o
7) Bagi Perangkat Daerah yang memiliki beberapa '
kegiatan fisik konstruksi dengan nilai sampai dengan
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka
“dapat dialokasikan satu = kegiatan jasa yang
~ mengakomodasi . seluruh / beberapa . perencanaan
konstruksi tersebut; "

8) Mutasi jabatan Personil PPK tidak merubah tugas dan
~ tanggung Jawabnya sampa1 dengan ) keglatan
pekerjaan berakhir, ’ L v

. Tim Pelaksana Pengendalian dan Koordmam Keglatan,

- APBD

1) Tim Pelaksana Pengendali dan Koordinasi Kegiatan |
APBD adalah sebagai Pembantu Tim Pembina,
- Pengendali dan Koordinasi Kegiatan APBD.

- 2) Tim Pelaksana Pengendali dan Koordmam Keglatan .
v APBD terdiri dari unsur : ,

'a) Badan Perencanaan dan thbang,
b) Inspektorat; -
¢) Badan Keuangan Daerah; dan
d) Bagian Administrasi Pembangunan; _
-3) Sekretariat Tim Pelaksana Pengendah dan Koord1na31
' Kegiatan APBD berada di Bagian Admmlstras1
Pembangunan ’ :

 4) Tim Pelaksana Pengendahan dan Koordmasx Keglatan
APBD bertugas . _



a) membantu mengendalxkan pelaksanaan keglatan :
Tahun Anggaran berjalan;

~ b) menelaah laporan yang dxsampaukan oleh

- Pengguna  Anggaran sebagai bahan untuk
-pembuatan laporan kepada Bupati; B

¢) mengadakan tinjauan lokasi/lapangan;

d) menyelenggarakan dan  menyiapkan  Rapat

- Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan

(Rakor POK) paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;

‘€). memberikan masukan ~kepada Tim Pembina

‘Pengendali dan Koordinasi kegiatan APBD untuk
kelancaraan pelaksanaan kegiatan; dan '
f) menyiapkan bahan laporan hasil pengendalian

evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD kepada

, Bupatl

. Unit Ker_]a Pengadaan Barang/ J asa (UKPBJ)

1)

9

UKBJ memiliki fungsi :

a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

b) Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

c) Pembinaan = Sumber ' daya Manusia dan

Kelembagaan Pengadaan Barang dan jasa; :

d) Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau
‘bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UKPBJ dan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan
UKPBJ dllarang duduk sebaga1

a) PPK; -~ _.
b) Pejabat Penandatangan Surat Permtah Membayar.
(PPSPM); '

- ¢) Bendahara; dan

3)

d) Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP),
terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota

UKPBJ  untuk Pengadaan Barang/Jasa yang

dibutuhkan instansinya _
Tugas chala UKPBJ meliputi:

a) memimpin dan mengoordmas1kan seluruh keglatan
- UKPBJ;

b) menyusun program kerja dan anggaran UKPBJ

¢) mengawasi seluruh  Kkegiatan pengadaan
barang/ jasa di UKPBJ dan melaporkan apabila ada
penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan;

d) membuat laporan pertanggungjawaban  atas |
pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
‘kepada Bupati;

e) melaksanakan pengembangan dan pembmaan g
Sumber Daya Manusia UKPBJ; ‘



1) Menugaskan/menempatkan/memindahkan

anggota Kelompok Kexja Pemilihan sesuai dengan
beban kerja masmg-masmg Kelompok Kexja
UKPBJ; . : :

g) mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok

Kerja Pemilihan yang ditugaskan di UKPBJ kepada
Bupati, apabila terbukti melakukan pelanggaran
peraturan perundan g-undangan dan/atau
KKN; dan ‘ ' '

~h) melaksanakan. 'I‘endcr/ Seleksi ulang setelah

4)

mendapatkan persetujuan PA/KPA;

Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ / Pejébat Pengadaan
Pokja pemilihan UKPBJ /Pokja Pengadaan meliputi :

‘a) menyusun rencana pemlhhan Penyedia

Barang/Jasa;

- b) menetapkan Dokumen Pemlhhan,

¢} menetapkan besaran nominal J aminan Penawaran;
d) mengumumkan pelaksanaan - Pengadaan

Barang/Jasa : . diwebsite

- (www.Ipse. karanganyarkab go. zd) dan  papan
pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam’ v
Portal Pengadaan Nasional; '

€) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui
prakualifikasi atau pascakualifikasi;

Vt) melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga“,}

terhadap penawaran yang masuk;

8) khusus untuk Kelompok Kexja Pemlllhan UKPBJ:

(1) menjawab sanggahan, »

(2) melaksanakan per31apan dan pelaksanaan
pemilihan Penyedia;

{3) melaksanakan persxapan dan pelaksanaan
pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;

(4) menetapkan pemenang pemlllhan / Penyedlav :
untuk metode pemilihan: : ‘

(a) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan - Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyak

- Rp100.000. 000.000,00 (seratus miliar.-
rupiah); atau ‘ :

(b) Seleksi/ Penun_]ukan Langsung untuk pakct
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai
"Pagu  Anggaran - paling banyak:
- Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
- rupiah). ‘ |

- (5) menyampaikan hasil pemxhhan dan salinan

Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
kepada PPK;


http://www.lpse.karanganyarkab.go.id

: 4) dalam ‘hal berdasarkan - pertlmbangan kompleksﬁasf

’ T (6) menylmpan dok_umen ash pemlhhan Penyedla-‘i -

Barang [Jasa;

'7":‘ (7) membuat laporan mengenal proses pengadaanv} R
kepada Kepala UKPBJ; - . :

| '(8) Pokja ‘Pemilihan dapat dlbantu oleh t1m atau 

tenaga ahli; dan

’.ﬁf.(9) Pokja Pem111haﬁ bteumlah ganJll mmlma.l' o
. beranggotakan 3 (tiga) orang dan bisa dltambahf -
- sesuai dengan kompleksrcas peker;]aan I

Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaanf dalam pengadaan Barang/ _]asav__

‘memiliki tugas:

ﬁ 1) melaksanakan persmpan dan pelaksanaan pengadaan_3 -

. langsung; o . L
2) melaksanakan ,pers1apan .j 'dan o pe_laksanaan
penunjukan - - langsung- - untuk  pengadaan =

- Barang/ Peker_]aan Kontruks1/Jasa Lainnya yang

- bernilai pahng banyak Rp 200 000 000 00 (dua ratus _—

juta rupiah); .

.3) melaksanakan | per81apan »dan " pelaksanaan

penunjukan : langsung untuk pengandaan jasa -

 konsultasi ~ yang - - bernilai  paling - banyak o

‘Rp 100.000. 000 00 (seratus Juta ruplah], dan

»4] melaksanakan - E-purchasing yang bern11a1 pahng.‘ L

banyak Rp 200 000.000, 00 (dua ratus Juta ruplah)

.’__'_Pok_]a Penuhhan o o L |
. ;Pok_]a pemlhhan dalam pengadaan Barang/Jasa mermhk; S s
. tugas: S R R

- 1) melaksanakan per81apan dan pelaksanaan pemlllhan L

penyedla,

_2) ‘melaksanakan per31apan dan pelaksanaan pemlllhanv: )

penyedla untuk katalog elektromk dan B

3) menetapkan pemenang pemlllhan/penyedla untuk Lo

.. metode pemlllhan

- a) Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket L
- pengadaan - Barang/ Peker_]aan v Kontruk81/Jasa o
Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak -

Rp 100.000.000.000, OO (seratus miliar ruplah), dan |

. b) Selekm/ penun_lukan langsung untuk Paket
pengadaan jasa konsultanm dengan nilai | pagu
-~ anggaran paling - banYak Rp 10. 000. OOO 000 00:_‘ S

(sepuluh miliar mplah)

pemilihan. penyedla, anggota pokja - pemlhhan dapat'
dltambah sepan_]ang bexjumlah gasal; dan .

5) pokja pemlhhan dapat d1bantu oleh tn'n atau tenaga o



L. Agen Pengadaan

. 1) Agen pengadaan dapat melaksanakan pengadaan
- Barang/Jasa; v
2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana
dimaksud pada angka (1) mutatis mutandis dengan

3 tugas pokja pemilihan dan/atau PPK dan
- 3) Pelaksanaan tugas pokja pemxhhan dan/atau PPK
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; - :

m -PeJ abat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Ketentuan PPTK dalam Peraturan Bupati ini mengacu
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
- Daerah Pasal 12, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. o

n. Pengawas Lapangan Bidang Konstruksi

1) Pengawas Lapangan Bidang Konstruksi bertugas
melakukan pengawasan pekerjaan/kegiatan sehari-
hari di lapangan agar pekerjaan dapat ber_]alan sesuai
Rencana, RAB dan Bestek;

- 2} Kewenangan Pengawas Lapangan adalah:
R a) mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar pelaksana
pekerjaan - mematuhi Rencana, RAB dan bestek |
yang ditetapkan; v
b) memberikan peringatan dan memerintahkan
pelaksana pekerjaan untuk mematuhi rencana,
RAB, dan Bestek;
c) menghentlkan pekeljaan apablla tidak sesuai
dengan Rencana, RAB dan Bestek yang ditetapkan.. '

. 3) Pengawas Lapangan berjumlah 1 (satu} orang atau :
) lebih dxsesualkan dengan volume pekerjaan yang
: diawasi; '
" 4) Setiap 1 (satu) minggu sekali Pengawas Lapangan
kegiatan/pekerjaan harus melaporkan kemajuan fisik
kegiatan/pekerjaan yang diawasinya kepada PPK;
5) Pengawas Lapangan dilarang bekerja sama dengan
' penyedia jasa yang mengarah pada pelanggaran
bestek dan RAB dan/ atau bentuk pelanggaran lainnya
yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
6) Pelanggaran terhadap ketentuan angka 5) dikenai

sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang -

~ berlaku;
7) Pengawasan Pekexjaaan konstruk31 d11aksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut :
a) lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dapat menggunakan jasa Konsultan
Pengawas; : - '



" b) Perangkat Daerah lain- dengan nilai pekeljaan di

atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

juta wajib menggunakan jasa Konsultan Pengawas "
dan mengalokasikan anggaran sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. .

0. PeJabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia
Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ' '

1)

PjPHP memiliki tugas memenksa administrasi hasil
pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan
Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak

~ Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jasa
- konsultansi yang bernilai paling banyak "Rp
- 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). :

2

PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasxl
pekerjaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya

| yang bernilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00
- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi paling

3)
4)

5)

sedikit diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah). ' v
PjPHP/PPHP dltetapkan oleh PA/ KPA

PjPHP/PPHP berasal dari pegawai negeri, ba1k dari

_instansi sendiri maupun instansi lainnya. .
Dikecualikan dari ketentuan pada angka 4), PjPHP
/anggota PPHP pada institusi lain Pengguna
- APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana

- Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.

._ 5

PjPHP/PPHP wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

 a) memiliki 1ntegr1tas, dlslplm dan tanggung jawab

dalam melaksanakan tugas;
b) memahami isi kontrak;
c) menandatangani Pakta Integritas; dan

d) tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan

7)

Surat  Perintah Membayar (PPSPM) atau
Bendahara. -

Tugas PjPHP /PPHP sebagai berikut : |
a) melakukan - pemeriksaan administrasi  hasil
pekerjaan pengadaan barang/jasa; dan

| b) menandatangani ~Berita. Acara Pemeriksaan

9

Administrasi hasil Pekerjaan.
Ketentuan susunan PPHP sebagai berikut :

a) beranggotakan minimal 3 (tiga) orang maksimal 5
(lima) orang yang berasal dari Perangkat Daerah
pemilik kegiatan maupun Perangkat Daerah lain
yang secara tugas dan fungsx terkait dengan
pekerjaan; -

b) Ketua dan Sekretaris berasal dari Perangkat
Daerah permhk keglatan '



c) Anggota pamtla yang berasal dari 'Perangkat
Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada huruf
‘sesuai  surat Elgas dari - Kepala Perangkat '
Daerahnya masing-masing; '

d) Surat tugas sebagaimana dlmaksud huruf )
berdasarkan permintaan kepala Perangkat Daerah
pemilik keglatan dan .

e} Penunjukan =~ PPHP  harus memperhat:kan

pemenuhan persyaratan sebagalmana tersebut

» pada angka 4) dan angka 5) - '

9) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemenksaan
pekerjaan dilakukan setelah berkoordmam dengan
Pengguna Jasa Konsultansi atau Tim Tekms yang
bersangkutan.

10) PjPHP/PPHP  kegiatan Konstruksi melakukan
pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan, dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPK
dengan dilampiri Berita = Acara Pemeriksaan
Administrasi Hasil Pekerjaan; ' :

11) Format Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil
Pekerjaan untuk yang Pertama/ Kedua sebagaimana
terlampir.

12) Berita Acara - Pemeriksaan Administrasi  Hasil

Pekerjaan' = sebagaimana  tersebut angka 10) -

merupakan salah satu kelengkapan dokumen yang
menjadi persyaratan pencairan anggaran sesuai
tahapan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan.

13) Setelah menerima laporan dari PjPHP/PPHP beserta
lampiran-lampirannya sebagaimana angka 12), PPK
melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan
kepada PA/KPA setelah memastikan bahwa semua
dokumen pelaksanaan pekerjaan konstruks1 telah
lengkap (memcnuh1 syarat) sesuai daftar check list
terlampir.

14) Mutasi jabatan Persoml PPHP/ PjPHP tidak merubah
susunan kepanitiaan dan tanggung jawabnya selama
periode kegiatan yang bersangkutan berlangsung.

. Penyelenggara swakelola

1) Penyelenggara swakelola terdm atas Tim Persmpan,

 Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.

2) Tim Persiapan memiliki tugas menentukan sasaran,

~ rencana teknis kegiatan dan jadwal pelaksanaan.

3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan

mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara
berkala kemajuan | pelaksanaan - kegiatan  dan
~ penyerapan anggaran. , .
4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan
- dan pelaksanaan fisik ~maupun administrasi
swakelola.



. q. Penyedia

1) Penyedia wajib memenuh1 kualifikasi sesuai dengan
barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan
- ketentuan peraturan perundang—undangan, ' ’
2) Penyedia bertanggung _]awab atas: |
a) pelaksanaan kontrak; :
b} kualitas barang/jasa;
c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d) ketepatan waktu penyerahan; dan
e) ketepatan tempat penyerahan

L RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA i

1. 'I‘uJuan Pengadaan '

- a.

&
h.

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang

yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah,

waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan;
meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan
Usaha Menengah;

meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

mendukung pelaksanaan penelitian dan pernanfaatanv
barang/j jasa hasil penelitian;

meningkatkan keikutsertaan industri kreatlf

‘mendorong pemerataan ekonomi; dan

mendorong pengadaan berkelanjutan

2. Kebijakan Pengadaan

a.

meningkatkan  kualitas  perencanaan  Pengadaan
Barang/Jasa;

melaksanakan Pengandaan Barang/Jasa yang lebih
transparan, terbuka, dan kompetitif;

memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia Pengandaan Barang/Jasa;

- mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;

menggunakan teknologi 1nforma51 dan telekomun1kas1,
serta transaksi elektronik;

. mendorong penggunaan barang/_]asa dalam ‘negeri dan

Standar Nasional Indonesia (SNI) ;

g. memberikan kesempatan kepada usaha Mikro, Usaha

h.

i‘

Kecil, dan Usaha Menegah; .
mendorong pelaksanaan penelitian dan mdustn kreatlf B

dan

‘melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

3. Prms1p Pengadaan._ L v . v
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip
- sebagai berikut: o

a.

efisien, berarti - Pengadaan Barang/Jasa ~ harus

- diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang

minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam
waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang
telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran
dengan kualitas yang mak31mum, .



efeknf berartx Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai
dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan
serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

transparan, berarti semua ketentuan dan informasi
mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan
dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa
yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

. terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti

olech semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi
persyaratan/Kkriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang jelas; '

bersaing, berarti Pcngadaan Barang/Jasav harus
dilakukan melalui persaingan yang sechat diantara

sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara

dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh
Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan
tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya

' mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan-
yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan
tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada

- - pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentmgan-

nasional;

akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa
sehingga dapat dlpertanggung]awabkan .

'. Etlka Pengadaan
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a.

melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung
jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan
ketepatan tercapainya tujuan pengadan barang/jasa; '
bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga

- kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus

- dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan
‘Barang/Jasa;

. tidak saling mempengaruhl baik langsung maupun tidak

langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

‘menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan

yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis
pihak yang terkait;

menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung

| maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan

usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa (conflict
of interest). Pertentangan kepentingan pihak yang terkait

~ sebagaimana dimaksud dalam hal:

1) Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada
suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi,
Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan
usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang sama;



2) Konsultan perencana/pengawas dalam = Pekerjaan
Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan
 Konstruksi yang direncanakannya / diawasinya,
kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan
terintegrasi;

- 3) Konsultan manajemen konstruksi berperan sebaga1
konsultan perencana;

 4) Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/
Pokja  Pemilihan/- Pejabat Pengadaan pada
- pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementenan/

- Lembaga/ Perangkat Daerah;

5) PPK/ Pokja Pemilihan/ Pe_]abat Pengadaan baik
langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
menjalankan badan usaha Penyedia; dan/ atau

6) Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/

~* Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung
maupun tidak langsung oleh pihak yang sama,
dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima
puluh ‘persen) dlkuasal oleh pemegang saham yang
sama.

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dalam pengadaan
‘barang/j Jasa,

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan
pribadi, golongan, atau fihak lain yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan Negara dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak
menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,
1mba.lan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada
siapapun yang diketahui atau patut diduga bcrkmtan
dengan Pengadaan Barang/Jasa '

. PA/KPA wajib menyusun rencana umum pengadaan, baik-
pengadaan melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/
E-Purchasing dan diumumkan secara terbuka kepada
masyarakat luas melalui papan pengumuman resmi untuk
masyarakat, website Pemerintah @ Daerah

(www.lpse.karanganyarkab.go.id), dan portal pengadaan

nasional melalui UKPBJ (SIRUP).

. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi keglatan-

kegiatan sebagai berikut :

a. mengindentifikasi  kebutuhan Barang/Jasa yang
diperlukan Perangkat Daerah;

| b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran
‘untuk Pengadaan Barang/Jasa; '
c. menetapkan kebijakan umum tentang:
1) pemaketan pekerjaan;
- 2) cara Pcngadaan Barang/Jasa;
3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; dan
4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)



7 Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran
a. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran
pengadaan barang/jasa yang terdiri atas: biaya
barang/jasa itu sendiri, biaya perencanaan, biaya
pendukung dan biaya administrasi yang dlperlukan
untuk pelaksanaan proses pengadaan sesuai dengan‘.‘
‘ peraturan perundang-undangan,

b. Blaya admmlstrasx dapat terdiri dari:

1) biaya pengumuman pengadaan;

- 2) honorarium pejabat pelaksana pengadaan mlsalnya.
PA/KPA, PPK,UKPBJ/Pejabat Pengadaan, Pengawas
Lapangan PPHP/PJPHP o

- 3) biaya survei lapangan/pasar; -

4) biaya penggandaan Dokumen Pengadaan

’ Barang/Jasa; ' " - |

5) Biaya ATK, makan minum rapat dan : '
- 6) biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukungv '
- pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain:
- biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba.

.¢. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan
dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang
namun proses pengadaannya dilaksanakan pada tahun
anggaran berjalan hams disediakan pada tahun
anggaran berjalan; '

| d Prosentase biaya admlnlstram sebagalmana dlmaksud -
pada huruf b dan ¢ di atas dltetapkan sebagai berikut :

- 1) Plafond anggaran sampai dengan Rp200.000.000,00
- (dua ratus juta ruplah) pa.hng banyak 6% (enam-
perseratus);

2) Plafond anggaran dlatas Rp200. 000 000,00 (dua ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima

' ratus juta rupiah) paling banyak 5% (lima perseratus);

~ 3) Plafond anggaran diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh
ratus juta ruplah) paling banyak 4% (empat
perseratus); '

4) Plafond anggaran diatas Rp700 000. 000 00 (tujuh
ratus Juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00
(satu miliar ruplah) paling banyak 3% (tiga -
perseratus); ,

5) Plafond anggaran diatas - Rpl 000.000. 000 00 (satu

 miliar ruplah) paling banyak 2% (dua perseratus),

- 8. Dalam menyusun ‘biaya pelaksanaan pengadaan, harus
diperhitungkan biaya untuk pcngumuman ulang seandainya
- terjadi tender/seleksi gagal. .

~ IILPERSIAPAN PENGADAAN BARANG /IASA

1. Persxapan Swakelola

 a. Persiapan pengadaan Barang/Jasa ‘melalui swakelola
meliputi sasaran, penyelenggara swakelola, rencana
kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB;



. Penetapan sasaran peker_]aan swakelola dltetapkan Oleh"‘l-.“" S
. PA/KPA; , e o
. Penetapan penyelenggara swakclola dllakukan sebagalv,=

. benkut

&

| 1) ‘tipe 1 penyelenggara swakelola dltetapkan Oleh‘

“PA/KPA;

f 2) tipe I tim perSIapan dan tim - pengawas dltetapkan"'E‘A‘"‘f:
~oleh PA/KPA, 'serta tim" pelaksana ditetapkan oleh
. Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lam‘.f- o

pelaksana swakelola;-

.;3) tipe Il tim - persiapan - dan tim pengawas dltetapkan .

oleh P1mp1nan ormas pelaksana swakelola; atau

4) t1pe IV . Penyelenggara - swakelola ~ditetapkan - "oleh i
plmpman kelompok masyarakat pelaksana swakelola R

. rencana keg1atan dltetapkan " oleh PKK . dengan T
: 'memperhltungkan tenaga ahli/ peralatan/bahan tertentu' -
yang dilaksanakan dengan kontrak tersendiri; :
."'tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan‘ PR
swakelola tipe ‘1 dan jumlah tenaga ahli tidak boleh =~
. melebihi 50% - (lima. puluh persen) dar1 _]umlah anggota o
© o tim pelaksana, L : L
“hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalul )
R swakelola ~sebagaimana .. dimaksud . pada “huruf | c
: .jdltuangkan dalam KAK Keglatan/ sub kegxatan/ output SRR
rencana keglatan yang dlusulkan “oleh kelompok’_..-.l B
. Masyarakat d1evalua81 dan dltetapkan oleh PPK. o

v . ’»Blaya Pengadaan

a.

j-Blaya Pengadaan Barang /Jasa melalul swakelola R
. dihitung berdasarkan komponen b1aya pelaksanaan“~
swakelola, dan R

PA  dapat - mengusulkan standar | b1aya | masukan/ S

keluara.n Swakelola kepada Bupat1

Persmpan Pengadaan Barang /Jasa melalul penyedla olehfl_;

: PPK mehputl kcglatan

: p.'pf c':*_‘a'a

. menetapkan HPS s

. menetapkan rancangan kontrak . : s
- menetapkan spesifikasi tekms/ KAK dan/ atau L
menetapkan uang muka, jaminan uang muka, Jamman E
pelaksanaan, Jamman pemeliharaan, sertlﬁkam garan81 o

R dan/ atau penyesualan harga

o a.

9-‘9“-

. Penetapan HPS

_HPS d1h1tung secara keahhan dan menggunakan data S
" yang dapat dipertanggungjawabkan; . - N
."HPS telah memperhitungkan keuntungan dan blaya S
“tidak langsung (over head cost); o
' Nilai HPS bersifat terbuka dan tldak bcrs1fat rahasm, S
. Total HPS merupakan hasil perh1tunga.n HPS dltambah e
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN); S Co i

HPS dlgunakan sebaga1 S



Ca

L :71) alat untuk’ memlau kewa_]aran harga penawaran dan/ |

. atau kewajaran harga satuan; -

2) dasar untuk menetapkan harga batas tertmggl “
~ penawaran yang sah:dalam Pengadaan Barang/

Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya; dan

- 3) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan o

Pelaksanaan. bagi penawaran yang nilainya lebih
rendah 80% (delapan puluh persen) dari mlal HPS

 HPS tidak manadl dasar perhitungan keruglan negara, AR
. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan = -
-Barang/Jasa dengan pagu anggaran pahng banyak - .
~Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta ‘rupiah), E-Purchasmg,fv’- S
- dan Tender pekerjaan terintegrasi; = - S
~ h. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) han"f, S
- kerja sebelum batas akhlr untuk: : L
x "1} pemasukan pcnawaran untuk pemlhhan dengan pasca L

- kualifikasi; atau

o 2) pemasukan dokumen kuahﬁkam untuk pemlhhan'v."j -

- dengan pra kua11ﬁka81

' "._'Jems Kontrak S e L , o
Jenis kontrak Pengadaan Barang/Pekelj]aan Kontruks1/' o
;Jasa Lamnya terd1r1 atas ST o

) Lumsum, .
'2) Harga Satuan;

3) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, B

4} Terima Jadi (Tumkey), dan
5) Kontrak Payung. -

. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultas1 tCI‘dlI’l atas .

1} Lumsum

2) Waktu Penugasan, dan o
~ 3) Kontrak Payung

. Kontrak _Lumsum merupakan kontrak dcngan ruang o

jlmgkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap -

~dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagar o
. berlkut il v - -

. 1) semua r131ko sepenuhnya .
2) berorientasi kepada keluaran dan i

3) pembayaran dldasarkan o pada . tahapan

produk/ keluaran yang i_dihasﬂkan sesuai dengan . -

Kontrak

. Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak Pengadaan, o
v f‘Barang/Peker_]aan Konstrukm/Jasa Lainnya - dengan -
~harga satuan yang tetap untuk setlap satuan atau unsur

 pekerjaan dengan spesifikasi teknis - tertentu atas

~penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang

’ telah dltetapkan dengan ketcntuan sebaga1 benkut

‘ '1) volume atau kuantitas peker;]aannya masih ber31fat  :  o
e perk1raa:n pada saat kontrak masih dltandatangam, R
' ”2) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama, :

~atas rea.hsam volume pekerjaan, dan



3) r‘i‘ilal ; akhlr kontrak d1tetapkan sétélé.h seluruh .

: pekeljaan d1se1esa1kan

. Kontrak  Gabungan ‘Lumsum dan Harga Satuan'
merupakan Kontrak - Pengadaan Barang/Pekerjaan =
;Konstrukm/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga

- Satuan daIam satu peker_]aan yang dl_]anjlkan ' ’

" Kontrak Terima Jadi (Tumkey) merupakan Kontrak o

_ ’}_Pengadaan Peker]aan Rekonstruk31 atas penyelesaian = =

~ - seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan T
e Vketentuan sebaga1 berikut: ST S -

o ~1) Jumlah ‘harga pasti - dan tetap sampa1 ' seluruh"f.i C

pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

2) pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termm‘{f
L sesual kesepakatan dalam kontrak.: , S

: Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan R
‘dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang
belum - dapat ditentukan volume dan/atau  waktu -
pengmmannya pada saat kontrak d1ta.ndatangam ’

-Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan merupakan o
Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang = o

- lingkupnya belum  bisa didefinisikan dengan - rinci =

- dan/atau ‘waktu yang d1butuhkan untuk menyelesa.lkan’:‘ -

pekexjaan belum bisa d1past1kan o

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan'
R Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun .
" 'Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuang?

- ::2) pekerjaan yang membenkan manfaat leb1h apablla., o

g,
1) bukti pembehan/ pembayaran, o
" 2) kuitansi; s
3) Surat Perintah Kerja (SPK), -
- 4) surat perjanjian; dan o
- 9) suratpesanan v o AR T
Bukt1 pembehan/ pembayaran digunakan untuk .
'Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan n11a1 pahng SR

. peraturan perundang—undangan, dapat berupa ‘ =
. 1) pekerjaan yang penyelesalannya lebih dan 12 (dua‘- o

belas) bulan atau Ieblh dan 1 (satu) Tahun Anggaran o
~atau. ‘

" dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) -

- Tahun Anggaran dan pahng lama 3 (tlga) Tahun S

Anggaran

v . Bentuk Kontrak

Bentuk kontrak terd1r1 atas .

banyak RplO 000.000,00 (sepuluh Juta rupiah); -

Kultan81 dlgunakan . untuk Pengadaan Ba.rang/Jasav .

Lamnya dengan nilai diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah) sampai dengan Rp 50 000 000, 00 (llmavv
- puluhjuta ruplah), - Sk S



SPK dlgunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultanm B
_dengan nilai paling banyak Rp 100. 000.000,00 (seratus =~

~ juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan -~ =
nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh =
‘juta - rupiah) sampal ‘dengan = nilai paling banyak o
- Rp200.000.000,00 (dua “ratus juta - rupiah), .
pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pallng S
banyak Rp200 000.000,00 (dua ratus _]uta ruplah} C
. Surat - perjanjian . d1gunakan - pada Pekexjaan S
' Barang/Pekerjaan Konstruks1/Jasa leunnya dcngan nilai -

* paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

SR ruplah), Pekerjaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling L
- sedikit d1atas RplOO 000 OOO OO (seratus Juta ruplah) R

Surat pesahan dlgunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa FRTUTIRRT
“melalui E-purchasing atau pembehan melalul toko danng

Pemberian uang muka

L a

1) paling tinggi 30% (tiga puluh perscn) dari nﬂal kontrak

b»c

‘uang muka dapat dlbenkan untuk per31apan"l‘."*

pelaksanaan pekexjaan SR
uang muka diberikan dengan kctcntuan sebaga1 benkut

untuk usaha kecil;

~ 2)paling tinggi 20% (dua puluh persen] dan mlal kontrak'
' untuk usaha non kec11 dan penyedla _]asa Konsultans1 ;- SRNREE

‘atau

3) paling ﬁﬁggl 15% (hma beIas persen) dan n11a1 kontrak -

" untuk kontrak tahun jamak.

pembenan uang ‘muka dicantumkan pada rancangan? o

 kontrak yang terdapat dalam dokumen Pemlhhan e

. Jamlnan Pengadaan barang /Jasa '

.»va.;

Jaminan pengadaan barang /i Jasa terd1r1 atas |
1) Jaminan Penawaran ; :

2) Jaminan Sanggah banduig, e
.3) Jaminan Pelaksanaan; .

Rl

 4) Jaminan Uang Muka; dan

5) Jaminan Pemehharaan : S
Jaminan penawaran ‘dan Jamman sanggah Bandmg _—
hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi; =~
Jaminan dapat berupa bank garan31 atau surety bond
Bentuk j jaminan bersifat : ;

1) tidak bersyarat ;

o 2) mudah dlcalrkan ‘dan'

' 3) harus dicairkan oleh penerblt Jamman Pahng lambat A

14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah

| pencairan dari pokja pemilihan/PKK/pihak yang o

diberi kuasa oleh pokja pemilihan/PKK diterima. -

,Pengadaan jasa konsultansi tidak diperlukan Jamman S
penawaran, jaminan sanggah. Banding, Jamlnan.':.“ o

Pelaksanaan, dan Jamman pemehharaan,

~ Jaminan dari Bank Umum, perusahaan - Jamman,f

'Perusahaan asuransi, lembaga keuangan khusus yang '

| vmenJalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan, L
- 'dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia dapat' BRI
' .'dlgunakan untuk semua _]el‘llS Jamman, dan s -



0.

10. .
o a Jaminan Sanggah Banding besamya 1% (satu persen)v

11.

g. Perusahaan penjaminan, perusahaan Asuransi, dan
- lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di-
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan dibidang lembaga
pembiayaan ekspor Indonesia adalah perusahaan
penerbit jaminan yang memiliki izin wusaha dan

, pencatatan produk suretyship di otoritas Jasa Keuangan.

Jaminan Penawaran '

a. Jaminan  penawaran dlberlakukan untuk mla1 total

HPS Paling sedikit diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh :

~ miliar rupiah); »
b. Jaminan penawaran besarnya antara 1% (satu persen)

hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS; dan ‘

c. Untuk- pekerjaaﬁ konstruksi = terintegrasi, jaminan
- penawaran besarnya antara 1% (satu persen) hmgga 3%
(tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran :

'Jaminan Sanggah Banding

dari nilai Pagu Anggaran; dan _

b. Untuk pekerjaan kontruksi terintegrasi, Jaminan
~ Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari n11a1

. Pagu Anggaran
Jaminan Pelaksanaan | _ | o

a. Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk kontrak

pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya

 dengan nilai paling sedikit dlatas Rp 200. 000 000,00
(dua ratus juta rupiah); ,

b. Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan, dalam hal :

1) Pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah
dikuasai oleh pengguna; atau
2) Pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing.

c. Besarnya . nilai _]amman pelaksanaan adalah scbagax
- berikut : : .

1) untuk " nilai penawaran terkorek81 antara, 80%
(delapan puluh persen) sampai dengan 100%

(seratus persen) dari nilai HPS , Jaminan
Pelaksanaan sebesar 5% (hma persen) dari nilai
kontrak; atau

" 2) untuk nilai penawaran terkoreksn dlbawah 80%
(delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan
pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dan nilai total
'HPS. '

d. Besarnya nilai jaminan pelaksanaan untuk pekexjaan :
- terintegrasi adalah sebagai berikut : :

1) untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh
persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari
nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar
5% (lima persen) dan n11a1 kontrak atau



2) untuk n11a1 penawaran dlbawah 80% (delapan puluh R R
~persen) dari nilai  Pagu Anggaran, Jaminan =
’ Pelaksanaan sebesar 5% (hma persen) dan n11a1 Pagu, -

- ’Anggaran

e Jamlnan pelaksanaan berlakusampal dengan serah’

~ a. Jaminan uang muka dlserahkan penyedla kepada PPK;‘:T‘.

" b. Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dlkuranglf* e

13
o a _]amman pemehharaan dlberlakukan untuk pekeljaan_ ol
- konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa
pemehharaan, ‘dalam: hal penyedia menerima uang .
retensi  _pada serah- terlma pekexjaan pertamav o

b jaminan pemehharaan dlkembahkan 14 (empat belas)_f;’ x

- c besarnya nilai jaminan. pemchharaan sebesar 5% (llbma;; i

4

e 1) dlberlakukan terhadap kontrak tahun Jamak denganvj L
© ~ jenis' kontrak Harga Satuan kontrak -

o b Persyaratan- dan: tata ‘cara perhltungan penyesuauan . .

o harga terdm atas . : ‘ ' -

‘ 1) penyesuaian harga dlberlakukan pada kontrak.“ S
~ - Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya leblh darl. o

terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa LamrIYa atau_,,: R

serah tenma pertama Pekerjaan Kontruk31 '

: Jamman Uang Muka

~ senilai uang muka; dan -

- secara propors1ona1 sesuau dengan sisa uang muka yang '
’”dltenma R L B

Jamman Pemehharaan s

(Provlswnal Hand Over)
- hari kerja setelah masa pemeliharaan selesaJ, dan -

~ persen) dari nilai kontrak jf SR

Sertlﬁkat Garansx _. :
o a _Scrtlﬁkat garan31 dlbcrlkan terhadap kelmkan o
L penggunaan barang hingga Jangka Waktu tertentu
- “sesuai dengan ketentuan dalam kontrak; dan STV
- b. sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau Plhak L
R -,gfv-yang ditunjuk secara sah oleh produsen v . el
15, |

SR 'a.’*Penyesualan harga d1lakuka.n dengan ketentuan sebagal"‘ L

Penyesualan harga R

berdasarkan waktu penugasan sesuai dengan

ketentuan dan- pcrsyaratan yang telah tercantum
~ dalam - dokumen pemilihan dan/ atau. perubahan

dokumen pemlhhan, dan

. ’72) tata cara perhitungan penyesﬁauan harga harus o

dlcantumkan - dengan jelas dalam _ dokumen

~ pemilihan yang merupakan baglan tldak terplsahkanv .

dar1 kontrak

18 (delapan belas) bulan;

"  }: " 2) penyesuaian harga d1ber1akukan d1mula1 bulan{ . o

ke—13 (tlga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan, .



Pl 3) penycsuaxan harga satuan berlaku bagl seluruh,x _} |
© kegiatan/mata = pembayaran, kecuali komponen .
. keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cosf), -

~dan harga satuan tlmpang sebagalmana tercantum“"_' ’
dalam penawaran, ' ’

. “5'4) penyesuaian - harga - Msatuan d1ber1akukan ‘sesuai s

- dengan Jadwa.l pelaksanaan yang tercantum dalam -
‘kontrak; :

o '5) penyesuaian harga satuan bagl komponen pekeljaan S

* yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks =
o penycsuman harga dari negara asal barang tersebut;
~.-6) jenis peker_]aan baru - dengan ‘harga satuan baru

belas) = sejak  adendum kontrak tersebut -
R ’dltandatangam dan. . o
- 7) indeks harga yang dlgunakan dalam hal pelaksanaan"’

-+ sebagai akibat adanya adendum kontrak ‘dapat =
diberikan. penyesualan harga mula1 bulan ke-13 (tiga

 kontrak terlambat disebabkan .oleh kesalahan v

- penyedia - adalah mdeks terendah antara Jadwal“ o
f'kontrak dan realisasi pekexjaan AR '

16 Metode Pemlhhan Penyed1a '

RS a. Metode - permhhan penyedla ’ Barang/Pekexjaan/

. Konstruk31/ Jasa lamnya terd1r1 atas :

o 1) E—purchasmg, R '
. 2) Pengadaan Langsung; C

3 Penunjukan Langsung', o D
~4) Tender cepat; dan o

~5) Tender. . .

f bE purchasmg dllaksanakan untuk barang / pekexjaan/'v
' konstruksd jasa’ lamnya yang Sudah tercantum dalam .

: - . katalog elektronik; B S
. c_’.:}Pengadaan Langsung dllaksanakan untuk barang/_.

pekerjaan konstruk31/ jasa lainnya yang bernilai pallng,"

-~ banyak - Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta ruplah),

d. Penunjukan ‘Langsung  dilaksanakan  untuk o

- barang/ pekelj]aan konstmksl/Jasa lalnnya dalam"

y o keadaan tertentu; . -~ - = -
" e. Kriteria barang/ Pekeljaan konstrukSI/Jasa lainnya' :
© untuk keadaan tertentu mehpun R B

1) Penyelengaraan penyiapan kegiatan yang mendadak S

untuk menindaklanjuti komitmen 1ntema31onal yang o
“dihadiri oleh Pre81den / Wakil Pre&den, L ' :

3 | 2) Barang/jasa = yang = bersifat rahasia ':; untuk}'ifl_'f.

kepentingan Negara mel1put1 intelijen, perlindungan .
- saksi, pengamanan Presiden dan Wakil, mantan - -
~ Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta
- keluarganya serta tamu negara setingkat kepala

negara/ kepala - pemermtah atau barang/ jasa lain
- bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan, ' R .



3) Pekexjaan kontruk81 bangunan yang merupakan satu

o kesatuan S1stem konstruksi dan satu kesatuan
tanggung Jawab atas resiko kegagalan bangunan

yang - secara keseluruhan - tidak  dapat

~ direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; -

4) Barang/pekerjaan -konstruksi/jasa lainnya yang
hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha
‘yang mampu; :

5) Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang
meliputi benih padi,jagung, dan kedelai, serta pupuk
yang meliputi Urea, NPK dan ZA kepada petani
dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan-
pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan
peningkatan ketahanan pangan; ’

6) Pekerjaan prasarana, sarana, dan utlhtas umum
~ dilingkungan perumahan - bagi  masyarakat
berpenghasilan rendah yang dﬂaksanakan oleh
pengembang yang bersangkutan;

7) Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lalnnya yang
spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh
pemegang hak paten atau pihak yang telah
~mendapat izin dari pemegang hak paten,atau pihak
yang menjadi pemegang tender untuk mendapatkan

~ izin dari pemerintah; atau .

8) Barang/pekerjaan konstruks1/ Jasa lamnya yang
setelah  dilakukan Tender Ulang mengalami

. kegagalan. : o
f. Tender cepat dllaksanakan dalam hal :

1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat'
ditentukan secara rinci; dan :
- 2) pelaku usaha telah terkualifikasi dalam 31stem
- - informasi kinerja penyedia.

3 Tender sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5)
dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan
- metode pemilihan penyedla sebagaimana dimaksud

“pada huruf a angka 1) sampai dengan angka 4).

17, Metode Evalua31 Penawaran -

a. Metode evaluasi penawaran penyedla barang/pekeljaan‘
konstruksi/jasa lamnya dllakukan dengan

1) Sistem n11a1, - "
2) Penilaian biaya selama umur ekonomls atau
3) Harga terendah. .

b. Metode evaluasi sistem ini digunakan untuk pengadaan’
barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang
memperhitungkan penilaian teknis dan harga;

c. Metode Evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur

. Ekonomis - digunakan ~ untuk . pengadaan
barang/pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya yang
memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya
operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam
jangka waktu operasi tertentu; dan



18.
.a.

19.
:?

Metode Evaluasi Harga Tefendah digunakan untuk
pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya

~ dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang "

diantara penawaran yang memenuhi persyaratan
teknis.

‘Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode penyMpaian dokumen penawaran dalam
pemilihan penyedia Barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya dilakukan dengan:

1) 1 (satu) file;

2) 2 (dua) file; atau

3) 2 (dua) tahap. . '
Metode satu file digunakan untuk pengadaan

. barang/pekerjaan  konstruksi/jasa lainnya yang

menggunakan metode evaluasi harga terendah;

Metode  dua.- file  menggunakan pengadaan
Barang/pekerjaan  konstruksi/jasa lainnya yang
memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu;

Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan

Barang/pekerjaan  kontruksi/jasa Lainnya yang
memiliki karakteristik sebagai berikut :

1) spesifikasi tekrusnya belum bisa dltentukan dengan
pasti;

2) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem
dan desain penerapan teknologi yang berbeda;

3) dimungkinkan  perubahan  spesifikasi teknis
‘berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang
~diajukan; dan/atau

4) membutuhkan pcnyctaraan tekms

Metode Pemlhhan Penyedla Jasa Konsultansi

Metode pemlhhan penyedia j Jasa konsultans1 terdiri atas:

1) Seleksi;

2) Pengadaan langsung, dan

3} Penunjukan langsung.

Seleksi dilaksanakan untuk jasa konsultanm bermlal»
paling sedikit diatas Rp 100. OOO 000,00 (seratus Juta
rupiah);

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa
Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Penunjukan Langsung dllaksanakan “dalam keadaan
tertentu;

-Kriteria Jasa Konsultan81 dalam keadaan tertentu

meliputi:
1) Jasa konsultan31 yang hanya dapat dilakukan oleh 1
(satu) pelaku usaha yang mampu;
2) Jasa Konsultansi yang hanya dilakukan oleh 1 (satu)
 pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak
yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;



21.

- a

v'3) Jasa Konsultansi dibidahgd hukum ”'xﬁéliputi

konsultansi hukum/advokasi atau pengadaan
arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk
‘menghadapi gugatan dan/atau pembelaannya harus
segera dan tidak dapat ditunda; atau

 4) Permintaan berulang {repeat order) untuk penyedla

' jasa konsultansi yang sama.

Dalam hal dilakukan Penun_]ukan Langsung untuk
penyedia jasa konsultansi, dlbenkan batasan paling
banyak 2 (dua) kali.

20. ‘Metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultansi

'Metode evaluasi penawaran penyedla jasa konsultanm
~dilakukan dengan : -

1) Kualitas dan Blaya
2) Kualitas;

- 3) Pagu Anggaran; atau

4) Biaya Terendah.
Metode evaluasi kualitas dan biaya dlgunakan untuk‘

- pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga
 ahli, dan waktu penyelesaian pekexjaa.n dapat dxurmkan

dengan pasti dalam KAK;

Metode evaluasi kualitas dlgunakan untuk pckeljaan
yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan

- waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan

dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan penyedla

- jasa konsultansi perorangan;
. Metode evaluasi pagu anggaran hanya dlgunakan untuk

ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat
diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran

“tidak boleh melebihi pagu anggaran; dan

Metode evaluasi blaya terendah hanya digunakan untuk
pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan

_standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Metode Penyampa.lan Dokumen Penawaran pada pexmhhan'
penyedia Jasa konsultansi: .

a.

metode penyampalan dokumen penawaran pada
pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui pengadaan

langsung dan penunjukan langsung menggunakan

metode satu file; dan

. metode penyampaian dokumen penawaran ,pada

pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui seleksi

- menggunakan metode dua file

22. Kuahﬁkasx

a.

b.

Kualifikasi  merupakan  evaluasi kompetensi,
kemampuan usaha, dan 'penumbuhan persyaratan

, sebaga1 penyedia;

Kualifikasi dilakukan dengan pascakuahﬁkas1 atau
prakuahﬁkasx,_ .



R c Pascakuahfikam dllakukan pada pclaksanaan pemlllhan - |

- sebagai berlkut

| 1) Tender Pengadaan ”5 barang/pekerjaan
konstruk81/Jasa lainnya - untuk pengadaan yang R

“bersifat tidak kompleks, atau .

- 2) Seleksi j Jasa konsultan31 perorangan R

N ve.‘}‘Prakuahﬁkam | dllaksanakan : peida' pelaksanaan
pemlhhan sebagau benkut : . R

d Kuahﬁkas1 pada » pascakuahﬁkam - sebagalmana o
- dimaksud pada huruf c dilakukan bersama dengan -~
. pelaksanaan evalua51 penawaran dengan menggunakan"f o

‘metode sistem gugur, o

: 1) Tender Pengandaan R : Barang/pekeljaan‘ SR
konstruksx/ _]asa ‘Lainnya untuk pengadaan yang R

- bersifat kompleks; -

) _2) Seleksi Jasa Konsult'an'siv Badan Usaha, dan R
,3) Penunjukan Langsung pengadaan Barang/ Pekcqaanf
konstruksi/jasa = konsultansi badan usaha/ jasa

konsultans1 perorangan [jasa lalnnya

‘ f Kuahfikasa pada prakuahﬁkas1 sebagmmana dlmaksud S
- pada huruf e dilakukan sebclum pemasukan penawaran"_ .

: dengan menggunakan metode:

‘~g.1) sistem - gugur untuk penyedla barang/pekerjaan:"j, -

" kontruksi /jasa lalnnya atau

- 2] sistem pembobotan dengan ambang batas untuk S

penyedla jasa konsultan51 B

| g Hasﬂ prakuallﬁkaSI menghasﬂkan

1) daftar peserta Tender Pengadaan Barang/ pekerjaan
. konstruks1/ jasa Lamnya, atau - R
= 2) daftar pendek peserta. selekm Jasa konsultan31

< “'h. Dalam hal pelaku usaha telah terkuahﬁka31 dalam . _’

 sistem informasi kinerja penyedla, t1dak dlperlukan:_*:‘

pembuktlan kuahﬁkam, Lo

o i _Pokja pemlhhan dllarang menambah persyaratan" B
L kuahﬁkam yang dlskrlmmatlf dan tldak Objektlf dan

- J »Pengadaan Barang/ ]asa yang berSIfat kOmpleks, s

S 23,

. sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) adalah -~
o Pengadaan Barang/ pekerjaan konstruk51/_]asa Lainnya = .
- yang mempunyau risiko tinggi, memerlukan teknologi = - -
~  tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, =
* . dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana
. cara’ memenuh1 kebutuhan dan tuJuan pengadaan}.._ D
. Barang/Jasa - o
'Jadwal permhhan untuk setlap tahap d1tetapkan e
- berdasarkan - “alokasi Waktu yang cukup bag1 pokja .
pemilihan dan peserta pemlhhan - sesuai dengan‘”' .

' ’v__v‘kompleksuas peker_]aan, o



24, Dbkumen péinilihan terdiri étas:
a. Dokumen Kualifikasi; dan

b. Dokumen  Tender/Seleksi/ Penun_]ukan - Langsung )
Pengadaan Langsung.

IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA  MELALUI
SWAKELOLA '

1. Pelaksanaan Swakelola -

a. Pelaksanaan swakelola tipe I dilakukan " -dengan’
ketentuan sebaga1 benkut '

1) PA/ KPA dapat menggunakan pegawm Kementenan/
Lembaga/Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;

2) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50%
(lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana; dan

3) Dalam hal dibutuhkan pengadaan Barang/Jasa
melalui penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan
dalam Peraturan Bupati ini.

b. Pelaksanaan swakelola upe I dilakukan ~dengan
ketentuan sebagai berikut: -

1) PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan
‘Kementerian/Lembaga/Perangkat = Daerah lain .
pelaksanaan swakelola; dan '

2) PPK menandatangani kontrak dengan Ketua T1rn
Pelaksana Swakelola sesuai dengan kcsepakatan kexja
- sama sebagaimana dimaksud pada angka 1). '

c. Pelaksanaan swakelola tipe III dilakukan berdasarkan
kontrak PPK dengan pimpinan ormas;

d. Pelaksanaan swakelola tipe v dilakukan berdasarkan
kontrak PPK dengan p1mp1nan kelompok Masyarakat
dan

e. Untuk pelaksanaan swakelola tipe II, tipe III dan t1pe IV o

~ nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak sudah
termasuk kebutuhan barang/ jasa yang diperoleh melalui
penyedia. .

' 2. Pembayaran Swakelola:

Pembayaran swakelola dllakukan sesuai dengan ketentuan
~ peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan dan Pertanggung]awaban swakelola

a. tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan
swakelola dan penggunaan keuangan kcpada PPK secara
berkala;

b. tim pelaksana menyerahkan hasﬂ pekerjaan swakelola
kepada PPK dengan berita acara serah terima; dan/atau

c. pelaksanaan swakelola d1awas1 oleh Tim Pengawas secara
berkala. - :

V. PELAKSANAAN ~ PENGADAAN 'BARANG/JASA | MELALUI
PENYEDIA | -
.. 1. Pelaksanaan pemilihan penyedia



. pelaksanaan pemlhhan melalm Tender/ Seleksi mehputl

1) Pelaksanaan kualifikasi; R

~ 2) Pengumuman dan/atau undangan;

- 3) Pendaftaran dan pengembalian dokumen pem1l1han,
4) Pemberian penjelasan;

5) Penyampaian dokumen penawaran;

- 6) Evaluasi dokumen penawaran;
7) Penetapan dan pengumuman pemenang, dan

8) Sanggah. :

. Selain ketentuan sebagaimana d1maksud pada angka 1)
- untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruks1
ditambahkan tahapan sanggah banding;

. Pelaksanaan pemilihan sebagalmana dimaksud pada
- angka (1) untuk seleksi jasa konsultansi dilakukan .
klarifikasi dan negosiasi terhadap. penawaran teknis dan
biaya setelah masa sanggah selesai;

. Pelaksanaan pemilihan melalui Tender cepat dengan |
ketentuan sebagai berikut: '

1) Peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi'-.
kinerja penyedia;
- 2) Peserta hanya memasukan penawaran harga;

. 3) Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aphkaS1 .

dan v
4) Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran
terendah. . '

. Pelaksanaan E-purchasmg Wa_ub dllakukan untuk
- barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan
- nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh i
- Menteri, Kepala Lembaga, atau Bupati;

. Pelaksanaan - penunjukan langsung dilakukan dengan
mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih, dengan -
disertai negosiasi teknis maupun harga; v

. Pelaksanaan pengadaan langsung dllakukan sebaga1 .
berikut: v o ' o
1) Pembelian /pembayaran langsung kepada penyedia»
untuk = pengadaan barang/jasa lainnya yang
menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau _
2) Permintaan penawaran  yang disertai dengan
klarifikasi - serta negosiasi teknis dan harga kepada .
pelaku usaha untuk pengadaan langsung ‘yang
menggunakan SPK. '

. Pemilihan dapat segera d11aksanakan setelah RUP
diumumkan; . :

. Untuk barang/jasa - yang kontraknya - harus‘
- ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat
dllaksanakan setelah: ' ’

1) Penetapan Pagu Anggaran K/L; atau

' 2) Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ;

ketentuan peraturan perundang-undangan.



. Pelaksanaan 'Vp‘emlhhan sebagalmana dlmaksud pa‘da‘;
- huruf  i. dilakukan  setelah RUP d1umumkan terleblh o

e .vldahulu melalul aphka81 SIRUP; -

ko

Penawaran harga dapat dllakukan dengan metode,_t. ‘ :

’ penawaran harga secara berulang {E—reverse Auctlon)
. Tender/ Selek81 Gaga1 S ,

- a

- 5) seluruh pesei‘ta terhbat korups1, kolus1 dan nepohsme :, '

v 6) seluruh peserta terhbat persamgan usaha tldak Sehat SN

Prakuahfikas1 gagal dalarn hal : . :
1) Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada“‘

‘ peserta yang menyampalkan dokumen kuahfikas1, -

atau

g 2) Jumlah‘peserta yang lulus prakuahﬁkam kurang dan

-3 (tlga) peserta.
Tender/ selek31 gagal dalam hal

1) terdapat kesalahan dalam proses evaluas1 SRR
o 2) tidak ada peserta  yang menyampeukan dokumen .
penawaran v setelah “ada pembenan ' Waktu[ R

~perpanjangan; .

- _3) tidak ada peserta yang lulus evaluas1 penawaran, R

4) dltemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau

tidak sesuai dengan. ketentuan dalam peraturan -

v bupat1 ini;

(KKN);

| 7) seluruh = penawaran harga - Tender /Pengadaan

Barang/ pekerjaan kontruk31/_|asa Lamnya d1atas'_"fv'
. HPS; :

8) neg031a81 b1aya pada seleksi tldak tercapa1, dan/ atau
- 9) KKN melibatkan pokja pem111han /PPK.

Prakuahﬁkas1 gagal dan Tender/ Seleks1 gagal dmyatakan R

oleh pok_]a pemlhhan

. ‘Tendcr/ seleksi gagal sebagalmana dlmaksud pada huruf R

b angka 9 d1nyatakan oleh PA/ KPA;

vadak lan_]ut dari prakuahﬁka31 gagal Pok_]a Pemlhhan o
~ segera mclakukan prakuahﬁka& ulang dengan L
:ketentuan o . . A e
1) setelah prakuahﬁka& ulang _]umlah peserta yang lulus"_i'['?
2 (dua) peserta proses tender/selek31 dllanjutkan,'-__»’_» S

.atau

' 2) setelah prakuahﬁkas1 ulang Jumlah peserta yang lulus'. :' .
(satu) - peserta, dllanjutkan dengan proses o

penun_]ukan Iangsung

' }deak lanjut dari Tender/ Selek81 gagal PokJa Pemlllhan-{ S
~'segera melakukan: 'v T ‘ o .

1) evaluasi penawaran ulang, PRI

~ 2) penyampaian penawaran ulahg, atau
- 3) Tender/Seleks1 ulang SRR

Evaluasi penawaran : ulang d11akukan ' dalam hal_v".v: -

' dltemukan kesalahan evalua31 penawaran,



~h. Penyampaian penawaran ulang dilakukan untuk Tender/

seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada h .
angka 4) dan angka 8); ) pada ,umf b

Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud

_ | : pada
huruf f angka 3), dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal
sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), angka 3)
angka 5), angka 6), angka 7) dan angka 9);

Dalam hal Tender/ Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan -

dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan
Langsung dengan kriteria: o

‘1) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/
" Seleksi. : o v o '

3. Pelaksanaan Kontrak

a.

Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

1) Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
(SPPBUJ); v |

2} Penandatanganan Kontrak;

3) Pemberian uang muka;

4) Pembayaran prestasi pekerjaan;

S) Perubahan Kontrak; ' v

6) Penyesuaian harga; -

7) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;

8) Pemutusan Kontrak;

9) Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau
10) Penanganan Keadaan Kahar.

PPK dilarang mengadakan ikatan pexjahjian‘ atau

- menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal

belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup
tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia
untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

4. Pembayaran Prestasi Pekerjaan |

a.

- muka, retensi, dan denda.

pembayaran prestasi pekexjaah | dibeﬁkan kepada =
Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang

retensi sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai

- Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan = Konstruksi - atau

Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan
masa pemeliharaan; : . - :

. dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan
" kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus

dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor

sesuai dengan realisasi pekerjaannya; 1

pembayaran prestasi pekerjaan 'dapat diberikan dalam

bentuk:

1) pembayaran bulanan;

2) pembayaran  berdasarkan tahapan pevnye.lesaian

pekerjaan/termin; atau



oo d
i *

3) pembayaran secara sekahgus setelah penyelesalanf‘“ o

-pekerjaan.

. pembayaran dapat dllakukan sebelum presta31 pekexjaanf"'f L
untuk Pengadaan Barang/Jasa’ yang karena sifatnya
dilakukan © pembayaran terlebih - dahulu sebelum
barang/ Jasa diterima, setelah Penyedla menyampaxkan‘{ B
~ jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan; .
, pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/ atau' '
~ bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari =
- hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekexjaan dan telah T
'-_'dlcantumkan dalam Kontrak; dan R
. ketentuan mengenai_ pembayaran sebelum prestaSI
pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan’ R

- perundang- undangan.

. a.

. :Perubahan Kontrak - L | | |
dalam hal terdapat perbedaan antara kond151 lapangan_

- pada - saat pelaksanaan - ‘dengan gambar dan/atau

B "-zspemﬁkam teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen 3 N
-Kontrak, PPK - bersama v Penyedla dapat melakukan R

perubahan kontrak, yang mehputl

1) menambah atau mengurangl Volume yang tercantum"v

‘dalam Kontrak;

'2) menambah dan/atau mengurangl jenis keglatan, PRI
- 3) mengubah spesifikasi teknis - ‘sesuai. dengan kondlsl B

lapangan; dan/ atau - - -

4) mengubah jadwal pelaksanaan B
. Dalam - hal = perubahan - kontrak mengaklbatkan o
R penambahan ‘nilai - kontrak perubahan - kontrak o
. dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai - .
 kontrak akhir. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dar1 o

harga yang tercantum dalam Kontrak awal

| ‘,.'Keadaan Kahar = - , o
. dalam hal teradl keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak
~dapat dihentikan; e
“dalam - hal pelaksana clan Kontrak dllan_]utkan, para' e
E plhak dapat melakukan perubahan kontrak; LD

. perpanjangan . waktu untuk penyelesalan Kontrak IR
- disebabkan - keadaan kahar dapat melewatl Tahun o
o Anggaran, dan , ' B
‘tindak lanjut setelah terjadmya keadaan kahar d1atur_'

dalam Kontrak.

. Penyelesman Kontrak DT L
a. dalam hal" Penyedia gagal menyelesalkan pekexjaan o
sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK =
menilai © bahwa ' Penyedia ' .mampu - menyelesa:kan'}ix"fv o
pekerjaan, PPK membenkan kesempatan Penyedla untuk’-': coe

menyelesaikan pekerjaan;

‘pemberian kesempatan kepada Penyedla untuk- : o
rnenyelesmkan pekerjaan, © dimuat dalam adendums R
© kontrak yang didalamnya mengatur. waktu penyelesaian '

. pekerjaan, pengenaan ,, sank31 ‘denda keterlambatan"

: “kepada Penyed1a, ~ dan perpanjangan ' Jamlnan

Pelaksanaan, dan



- ¢. pemberian kesempatan “kepada  Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui = Tahun
Anggaran.

8. Serah Terima Hasﬂ Pekerjaan

a. setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai
dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia

- mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
- untuk serah terima barang/jasa;

~b. PPK melakukan pemenksaan terhada bar
- diserahkan; dan P ang/jasa yang

c. PPK dan Penyedla menandatangam Benta Acara Serah
Terima.,

9. Penyerahan Barang dan jasa

a. PPK menyerahkan barang/j Jasa kepada PA/ KPA

'b. PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/j Jasa yang
akan diserahterimakan; dan

, c. Hasil pemeriksaan dltuangkan dalam Berita Acara.
VI PENGADAAN KHUSUS

1. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan
Keadaan Darurat : '
a. Penanganan keadaan damrat - dilakukan untuk

keselamatan/perlindungan ~masyarakat atau warga
‘negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau
luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan
harus dilakukan segera; ” '
b. Keadaan darurat mehputl v -
1) bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencanaa
sosial; -
- 2) pelaksanaan operas1 pencarian dan pertolongan;
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik;
4)bencana alam, bencana non-alam, bencana ‘sosial,
perkembangan situasi politik dan keamanan di luar
negen, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah
asing yang memiliki dampak. langsung terhadap

keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di

luar negeri; dan/atau
5) pemberian bantuan kemanu91aan kepada negara lain

- yang terkena bencana.

c. Penetapan keadaan darurat dilakukan sesuai dengan h

~ ketentuan peraturan perundang-undangan. '
d. Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat

- dan transisi darurat ke pemulihan.

e. Untuk penanganan keadaan darurat, PPK menunjuk
~ Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai
mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan

Pengadaan Barang/Jasa sejenis, :



Ot

Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan
penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan
pekerjaan permanen ma81h dalam kurun waktu keadaan
darurat. L :

Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi
dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekex]aan .
dapat melewati masa keadaan darurat.

2. Penehtlan

a.

Penelitian dllakukan oleh: .

1) PA/ KPA pada Kementerian/Lembaga/ Perangkat
Daerah sebaga1 penyelenggara penelitian; dan = - -

2) pelaksana penelitian.

Penyelenggara penelitian memiliki kewenangan:

1) menetapkan rencana strategis penelitian yang
mengacu. pada arah pengembangan penehtxan
nasional; :

2) menetapkan program - penel1t1an tahunan yang
mengacu pada rencana strategis penelitian dan/atau
untuk mendukung perumusan dan penyusunan
kebijakan pembangunan nasional; dan

3) melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian.

Pelaksana penelitian meliputi: .

1) Individu/kumpulan individu meliputi = Pegawai

Aparatur Sipil Negara/ non- Pegawau Aparatur Sipil

Negara;
2) Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;

~ 3) Perguruan Tinggi;

4) Ormas; dan/atau

5) Badan Usaha.

Pelaksana penelitian d1tetapkan berdasarkan hasﬂ
kompetisi atau penugasan.

Kompetisi dllaksanakan melalui seleksi proposal
penelitian. -

Penugasan - ditetapkan oleh penyelenggara penelltlan

untuk penelitian yang bersifat khusus. ,

Penelitian dapat menggunakan anggaran belanja
dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih
dari 1 (satu) penyelenggara penelitian.

Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian
selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau meleb1h1 1 (satu)
Tahun Anggaran.

Pembayaran pelaksanaan penehtlan dapat dilakukan
secara bertahap atau sekahgus sesuai dengan kontrak
penelitian. .

v Pernbayaran dilakukan berdasarkan produk keluaran
sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan
peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan

- tinggi.



| VIL.USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN
'~ BERKELANJUTAN | N

1 Peran Serta Usaha Kecil

a.
b.

- C.

Usaha kecil terdiri atas Usaha Mlkl‘O dan Usaha Kecil.
Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/ KPA memperluas
peran serta usaha kecil.

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-

banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan
prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan v

- sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

. Nilai paket Pengadaan Barang/ Pekexjaan

Konstruksi/Jasa = Lainnya - paling banyak
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),
dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha Kkecil,
kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut

- kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha

kecil.

LKPP dan Kementerlan/ Lembaga/ Pemermtah Daerah
memperluas peran serta usaha kecil dengan
mencantumkan barang/jasa produk81 usaha kecﬂ dalam

‘katalog elektronik.

Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan
dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil
dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja
sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki
kemampuan di bidang yang bersangkutan . :

2. Penggunaan Produk Dalam Negen ’

a.

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah wajib
menggunakan produk dalam negeri, tcrmasuk rancang
bangun dan perekayasaan nasional.

Kewajiban penggunaan produk dalamnegeri dilakukan
jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa
dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) pahng
rendah 40% (empat puluh persen). .

Perhitungan TKDN dan BMP sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

. Ketentuan sebagaimana,dimaksud pada huruf (b) dan

huruf (c) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi
teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.

Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:

- 1) Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam

negeri; atau

2)Volume produksi dalam negcn ‘tidak mampu

memenuhi kebutuhan.
LKPP dan / atau Kementenan/ Lembaga/ Pemermtah
Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam
negeri dalam katalog elektronik.



3. Preferensi Harga

a.

Preferensi harga merupakan lnsentlf bag1 produk dalam

- negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga

yang dapat diterima.

Preferensi - harga diberlakukan untuk Pengadaan ‘
Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit diatas
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang

- memiliki TKDN pahng rendah 25% (dua puluh 11ma

- persen).

Preferen31 harga untuk barang/ Jasa paling tinggi 25%
(dua puluh lima persen).
Preferensi harga untuk Peker_]aan Konstrukm yang

dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5%

(tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran
terendah dari badan usaha asing.
Preferensi harga diperhitungkan dalam evalua31 harga

- penawaran yang telah memenuh1 persyaratan

administrasi dan teknis.

. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah

Hasil Evaluasi Akhir (HEA). _
HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 - ‘KP)}x‘ HP dengan:

- KP = TKDN x preferensi tertinggi

KP adalah Koefisien Preferensi

~HP adalah Harga Penawaran setelah koreksx arltmatlk

. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan
"HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih

~ besar ditetapkan sebagai pemenang
"4, Pengadaan Berkelanjutan

a.

- b.

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan , | dengan
memperhatikan aspek berkelanjutan

Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf
a terdiri atas:

1) aspek ekonomi mehputl blaya produks1 barang/;asa

sepanjang usia barang/jasa tersebut;

- 2) aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil,

jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan
- komunitas/usaha - lokal, kesetaraan,. dan
‘keberagaman; dan - ‘

| '3) aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan

dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara,
kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan
‘sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh

1) PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan
Pengadaan Barang/Jasa;

"2) PPK dalam menyusun spe81ﬁka81 tekms/KAK dan

rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa,
- dan




3) Pokja Permhhan/ Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan
- dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

VIII. PENGADAAN BARANG /JASA SECARA ELEKTRONIK '
1. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

a.

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dllakukan
secara elektronik menggunakan sistem informasi yang

* terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

b.
c. Wajib menggunakan SPSE untuk semua pengadaan
langsung, pemilihan langsung maupun penunjukan

dan sistem pendukung;
LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung, dan

langsung dan menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3 pada

~pilihan layanan non tender dan layanan non

transaksional.

2. E-marketplace

a.

b.

Pengadaan Barang /Jasa secara elektromk dengan »
memanfaatkan E-marketplace; ‘

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan

‘infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi

bagi - Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan

- Penyedia berupa:

1) Katalog Elektroﬁik;

'2) Toko Daring; dan

3) Pemilihan Penyedia.

- LKPP mempunyai kewenéngan untuk mengembangkan

membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa. . ' _
Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat

- bekerja sama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.
‘Dalam rangka pengembangan E-marketplace, LKPP

menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan

- E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.

3.Ruang lingkup SPSE

a

Ruang lingkup SPSE terdm atas:
1) Perencanaan Pengadaan;

- 2) Persiapan Pengadaan,

-3 Pemlhhan Penyedla,

4) Pelaksanaan Kontrak;

5) Serah Terima Pekerjaan;
6) ‘Pengelolaan Penyedia; dan :
7) Katalog Elektronik, '

. SPSE memiliki interkoneksi dengan s1stem 1nforma31
perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen
" aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.

‘Sistem pendukung SPSE meliputi:
- 1) Portal Pengadaan Nasional;



2) Pengelolaan Sumber DaYé Manusia }v Pengadaan

Barang/Jasa;

3) Pengelolaan advokasi dan penyelesalan perrnasalahan_

hukum;
4) Pengelolaan peran serta masyarakat;

- 5) Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan
6) Monitoring dan Evaluasi. :

4. Katalog elektronik

a.
- nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog

Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik

 elektronik lokal.

c.

Katalog elektronik sebageumana dlmaksud pada huruf a

memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis,
TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri

‘hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi

lainnya terkait barang/jasa.

Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog
elektronik dilaksanakan oleh Kementerlan/ Lembaga/
Pemerintah Daerah atau LKPP. ,

Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan
metode: .

1) Tender; atau
'2) Negosiasi.

Ketentuan lebih lanjut mengcnau pengelolaan katalog
elektromk diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga. "

S. Layanan Pengadaan Secara Elektronik

a.

Kementerian/ Lembaga/ Pemenntah o Daerah

" menyelenggarakan fung31 layanan pengadaan secara
- elektronik. -

Fungsx layanan pengadaan secara elektronik mehputl

1) pengelolaan seluruh sistem - 1nforma31 Pengadaan'i
Barang/Jasa dan infrastrukturnya;

v2) pelaksanaan registrasi dan verifikasi pehgguna |

seluruh sistem 1nforma31 Pengadaan Barang/Jasa

dan .
3) pengembangan sistem 1nforma81 yang dlbutuhkan oleh

pemangku kepentingan.

'LKPP 'menetapkan standar Iayanan, kapasitas, dan

keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.

LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan
pengadaan secara elektronik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsx layanan

“pengadaan secara - elektronik diatur dengan Peraturan

Kepala Lembaga.

© 6. Semua penyedia baik Tender, Pengadaan Langsung,
Pemilihan Langsung maupun Penunjukan Langsung
menggunakan SPSE versi 4.3 pada pilihan Non Tender dan
~ layanan Non Transaksional. -
7. Sesuai pasal 61 perpres no. 16 tahun 2018 dikecualikan
dari ketentuan Peraturan Bupati ini adalah:



T d.

Pengadaan barang/ _]asa pada badan layanan umum;
. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan STl
- tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat -

. Pengadaan ~barang/jasa yang - dllaksanakan . s‘esual _—

~ dengan praktek bisnis yang sudah mapan; dan N
Pengadaan barang/jasa yang diatur dengan ketentuan‘f

. peraturan perundang—undangan lainnya.
IX SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

1 Sumber Daya Manus1a Pengadaan Barang/ Jasa

. Sumber Daya Manus1a Pengadaan Barang/Jasa terdln . :
atas: i

‘Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;

- 2) Aparatur Sipil Negara/Tentara - Nasional Indonesm/ _.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan
 Kementerian Pertahanan dan Kepohslan Negara :

Repubhk Indonesm dan/ atau

-3) personel selam yang dlmaksud pada angka 1) danf )

- angka 2).

. Sumber Daya Manu31a Pengadaan Barang/Jasa A

. sebaga1mana dimaksud pada huruf a angka 2) dan
‘angka - 3) mem111k1 kornpeten31 di bldang Pengadaan SR
 Barang/Jasa. : .
Sumber Daya Manus1a Pcngadaan Barang/Jasav_'f;. .
‘ sebagalmana d1maksud pada huruf a berkedudukan d1_’

- UKPBJ. SR

Atas dasar pertlmbangan besaran beban peker]aan atau |

rentang kendali ~organisasi, Sumber Daya Manusia

- Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada

~ huruf a yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, S

’ P_]PHP/ PPHP dapat berkeduclukan d1 Iuar UKPBJ.

2 'Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa )

a

Menteri/ kepala lembaga/ Bupati - membentuk UKPBJ
~memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan

barang/ Jasa pada Kementenan/ Lembaga/ Pemermtah

~Daerah. R
) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ UKPBJ .
-menmiliki fungsi: - - v ’

1) pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

 2) pengelolaan layanan pengadaan secara elektromk
"3) ‘pembinaan Sumber Daya Manus:a dan Kelembagaan

Pengadaan Barang/Jasa;

- "‘4) pelaksanaan pendarnplngan, konsulta31, dan/ atau‘ |

5) pelaksanaan  tugas - lain yang dlbenkan oleh

‘bimbingan teknis; dan

- menteri/ kepala lembaga /Bupati.

. UKPBJ berbentuk ~struktural dan- dltetapkan sesua.lv S
”}dengan ketentuan peraturan perundang—undangan a

- d. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik o
.. sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2], dapat

e o dllaksanakan oleh umt kerja tel‘plsah

1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa d1 lmgkungan A



o _y X PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1 Pengenda.han D

L& -
, Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK .
L 'vbertanggung _]awab terhadap kelancaran dan has11 DO

Dalam rangka pemblnaan d1 Iapang‘é‘h Pengguna N

" kegiatan,

Pejabat ‘Pembuat Kom1tmen dan PPTK mengadakan e
bimbingan terhadap ' kelancaran kegxatan ba1k L
jadmm1stra81 maupun segi tcknls ’ o
.- Monitoring - = dan - evaluasi pelaksanaan keglatan
disesuaikan dengan Jadwal keglatan yang telah' R

ditentukan.

Jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan keglatan |
maka Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,

o PPTK = dalam menyampaikan laporan bulanan harus

: menguralkan masalah-masalah yang t1mbu1 hal tersebut_»“_ TR

sebagai bahan Rakor POK.

. Dalam rangka pembinaan dan pengendallan pelaksanaan
'APBD, Bupati Up. Tim - Pembina, Pengendali dan
Koordmam Kegiatan APBD melaksanakan pembinaan
“dan " pengendalian  yang dlkoordlmr oleh - Bagian =
- Administrasi Pembangunan ' Setda "'Kabupaten o
- Karanganyar sesuai dengan ’I‘upoksmya _
- Atas dasar laporan bulanan dari Pengguna Anggaran R
.kepada Bupati cq. Bagian Administrasi Pembangunan =
- selaku " pengendali dapat menglkuu keglatan secara‘*" o
" menyeluruh.
“Jika  timbul ketldaksesuauan ' antara ‘rencana dan e
pelaksanaan, - T1m ‘Pembina APBD up. Kepala' Bagian
Administrasi - Pembangunan- selaku  pengendali

~_menginventarisir atas dasar laporan yang ‘masuk untuk

. -diadakan pemecahannya melalui ~  koordinasi’ Tim = .
" Pembina, Pengendali dan Koordinasi Keglatan APBD dan .
3 hasﬂnya d1laporkan kepada Bupat1 :

: ‘, Pelaksanaan Rakor = POK Terpadu dlselenggarakan' '  o v
g mlmmal/ sekurang—kurangnya sctlap 3 (tlga) bulan sekah o

Tim~ Pembina dapat melaksanakan keglatannya mela1u1 . » :
pemantauan monitoring, evaluasi dan t1njauan lapangan o

sesuai Jadwal yang dltentukan

. Maksud dan ’I‘u_}uan Rakor POK v : S
" 1) Mengendalikan pelaksanaan keglatan yang ada | d1_

‘wilayah Kabupaten Karanganyar.'

: ,2') Inventarisasi permasalahan pembangunan secara:

. - menyeluruh yang timbul dan pemecahan masalahnya. T
L 3) Peningkatan pengawasan pelaksanaan kcglatan dalam, S

‘rangka mencapai :

 a) Tepat waktu; o
b) Tepat mutu; -
c) Tepat administrasi; dan

o 1 d) Tepat sasaran dan tepat manfaat



k Penya_]lan laporan dalam Rakor POK

. 1) Pada waktu Rakor POK Pengguna Anggaran Pejabat
' Pembuat Komitmen/PPTK diminta untuk mengadakan
 paparan pelaksanaan keglatan yang menjadl tanggung_ e

Jawabnya bila dlperlukan

2} ‘Materi paparan antara lam mehpu’u : v R
e a) ‘Kemajuan fisik maupun keuangan sampau dengan -
Vo ~bulan Iaporan B
- b) Visualisasi Iaporan dalam bentuk sarang laba- .
- laba; ’ .
SR Menyampmkan masalah ya.ng t1mbul/ d1temu1 ‘

) : ditempuh dan upaya penyelesaian lebih lanjut;
. d) Langkah/upaya ‘penyelesaian - menjadz pedoman

- dalam pelaksanaan kegiatan, langkah yang telah o

- bagi kegiatan lain yang mempunyal Permasalahan‘ -

' yang sama; dan/atau =

e "_"'c) “ - Jika dipandang perlu, -tér-hadap hasﬂ ‘Rakor POK' o o
.. tersebut dapat d1t1ndak1anjut1 : penlnjauan o

R ; lapangan

E 2 Pelaporan

a. Pengguna Anggaran menyusun dan menyampalkan

'laporan ‘bulanan seIambat Iambatnya tanggal 5 pada =
.. -bulan benkutnya, - -mengenai- - perkembangan ‘dan -
L kema_]uan fisik/keuangan - keg1atan/ pekerjaan yang
- dikelolanya kepada Bupati melalui Baglan Adm:mstrasr . o
o Pembangunan Sekrctarlat Daerah dengan tembusan A

o ~kepada :

: va'I) Inspektorat o . - S
. 2) Badan Perencanaan dan thbang, dan
- 3) Badan Keuangan Daerah.. D

-fungsinya . mengolah laporan tersebut sebaga1 bahan

L pekerjaan

e Baglan Adm1mstras1 Pembangunan Setda menylapkan _
laporan bulanan dari Bupati kepada Gubernur selambat-
- lambatnya tanggal 10 pada bulan benkutnya apablla‘
. ji‘_.dlperlukan o

XI PENYERAHAN HASIL KEGIATAN / PEKERJAAN

1 Pada tanggal penyerahan hasﬂ pekezjaan sesuai dengan :
._petjan_]lan/ kontrak pekerjaan dengan ketentuan selambat-

b Bag1an Admlnlstra31 Pembangunan sesiié.l dengan

;‘ ‘Pengendahan dan evaluas1 pelaksanaan keglatan/ e

lambatnya tanggal 31 Desember - (tutup tahun anggaran), - :
~semua kegiatan harus sudah selesai 100% (seratus L

“ ;perseratus) baik fisik maupun keuangannya

2 Penyerahan pelaksanaan keglatan diatur sebagal berlkut

‘a. PPK menyerahkan has1l pekerjaan kepada PA. R PO



b PA menyerahkan aset hasﬂ keglatan kepada Bupatx - S
: dengan Berita Acara Penyerahan dengan tembusan :_ j L

| 1) Inspektur; dan -
. 2) Kepala Badan Keuangan Daerah

. Atas dasar Berita Acara | Penyerahan dan Penggunaf )

R Anggaran kepada Bupati, Kepala: Badan Keuangan S |
~ Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi membuat

B  Berita Acara penyerahan aset tersebut dari  Bupati K
 kepada Perangkat Daerah pengguna untuk dlmanfaatkan) B
'_dan dlpehhara dengan ba1k .

3 Penyerahan aset has11 keglatan tersebut dlatur sebaga1 “
benkut e T o e v -
Ca Penyerahan aset haSH keglatan ‘tersebut ‘dapat”v

~diserahkan - ‘secara kumulatlf Jems ‘ kegiatan, pada
Perangkat Daerah T

| b Dalam penyerahan aset hasﬂ keg1atan agar bcrpedoman: L
- pada  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

'vtentang Pengelolaan Barang Mlhk Negara/ Daerah.

 c. Segala biaya yang ‘timbul akibat penyelesma'n o e
o adm1n1stra31 penyerahan aset hasil keglatan dlbcbankan' BT

| pada anggaran kegIatan yang bersangkutan

 BUPATI KARANGANYAR,

© JULIYATMONO




